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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Rona Lingkungan Sentani Kabupaten Jayapura 

Ca;ilbai 4.1 
Visualiasi Lingkungan Distrik Sentani 

Sumber: Dikelola dari google Maps 
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1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Jayapura berada pada posisi pantai utara Papua, terletak antara 

garis 2°15'-3°45' Lintang Selatan dan garis 139°15'-140°45' Bujur Timur. 

Sebelah timur berbatasan dengan Kota Jayapura dan Kabupaten Kerom, sebelah 

barat berbatasan dengan Kabupaten Sarmi, sebelah utara berbatasan dengan 

Samudera Fasifik dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tolikara dan 

Kabupaten Pegunungan Bintang. 

Kabupaten Jayapura termasuk beriklim tropis dengan temperatur udara 

rata-rata berkisar antara 27.50°C dengan temperatur terendah berkisar 23.60°C 

dan tertinggi 32.30°C, serta mempunyai kelembaban udara rata-rata 85% (Badan 

Pusat Statistik, 2014). 

Di dalam proses perkembangannya, Kabupaten Jayapura sangat 

dipengaruhi oleh keadaan alamnya, daerah perbukitan mempunyai ketinggian 

1.500 meter di atas permukaan laut, sedangkan daerah dataran terendah 

mempunyai ketinggian 0.50 meter di atas permukaan laut (BPS, Jayapura Dalam 

Angka 2014). 

Perbedaan musim hujan dan musim kering hampir tidak ada karena 

pengaruh angin. Pada bulan Mei-November angin bertiup dari tenggara yang 

kurang mengandung uap air, sedangkan bulan Desember-April bertiup angin 

musim barat laut yang banyak mendatangkan hujan. Curah hujan berkisar antara 

1.500-6.000 mm/tahun. Dengan jumlah hari hujan dalam setahun rata-rata 159-

229 hari, curah hujan tertinggi terjadi dipesisir pantai utara sedangkan terendah di 

daerah pedalaman (sekitar wilayah Kemtuk Gresi-Nimboran). 
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Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah 17,516.6 km2
, terdiri dari 19 

Distrik, yang terbentuk menjadi 5 Kelurahan dan 139 Kampung. Dari 19 distrik 

yang ada, terdapat 4 (empat) distrik yang mempunyai wilayah terluas yaitu Distrik 

Kaureh 4.357,9 km2
, Distrik Unurumguay 3.131,3 km2

, Distrik Airu 3.099 km2
, 

dan Distrik Yapsi 1.291,3 km2
• Keempat distrik tersebut terletak dibagian selatan 

Kabupaten Jayapura yang merupakan daerah berbukit dan dataran rendah, yang 

pada dasarnya masih merupakan hutan lebat, dan sebagian kecil merupakan area 

pertanian dan perkebunan. Distrik yang mempunyai luas wilayah terkecil adalah 

Distrik Sentani Barat 129,2 km2
, sedangkan Distrik Sentani sendiri memiliki 

wilayah dengan luas 225,9 km2
• Adapun nama-nama distrik yang ada di 

Kabupaten Jayapura dan luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut: 
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Tabe14.1 
Nama Distrik dan Luas Wilayahnya 

No Distrik Ibukota Luas Wilayab Persentase 

I Kaureh Lapua 4.357,9 24,88 

2 Airu HuluAtas 3.099,0 17,69 

3 Yapsi Bwni Sahaja 1.291,3 7,37 

4 Kemtuk Sarna 258,3 1,47 

5 Kemtuk Gresi Klaisu 182,4 1,04 

6 Gresi selatan Bangai 143,9 0,82 

7 Nimboran Tabri 710,2 4,05 

8 Namblong Karya Bumi 193,7 I, II 

9 Nimbokrang Nembukrang 774,8 4,42 

10 Unurumguay Garusa 3.131,3 17,88 
-~-- -----~-- ---- r-------· 

II Demta Demta 497,5 2,84 

12 Yokari Meukisi 519,5 2,97 

13 Depapre Waiya 404,3 2,31 

14 Ravenirara Necheibe 467,4 2,67 

15 Sentani barat Dosay 129,2 0,74 
·---·------··-- -·-------------------------f--=------------ -- ·---- -----------

16 Waibu DoyoLama 258,3 1,47 

17 Sentani Hinekombe 225,9 1,29 

18 Ebungfau Ebungfaw 387,4 2,21 

19 Sentani Timur Nolokla 484,3 2,76 

Jumlab 17.516,6 100 

Sumber: BPS, Kabupaten Jayapura Dalam Angka 2014 
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Gam bar 4.3 
Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2014 

Sumber: Profil Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura Tahun, 2015 
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Tabe14.2 
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2014 

Jumlah Jumlah 
No Tahun 

KK L p Jlh 

1 2007 26.871 59.668 53.769 113.437 

2 2008 29.587 72.629 61.484 134.013 

3 2009 29.812 73.093 61.511 134.604 

4 2010 29.948 73.428 61.791 135.219 

5 2011 40.837 77.670 67.833 145.503 

6 2012 37.919 83.890 71.307 155.197 

7 2013 50.121 106.475 90.313 196.788 

8 2014 59.041 116.712 98.693 215.405 

Sumber: Projil Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura Tahun 2015 

Tabel4.3 
Sebaran Penduduk Kabupaten Jayapura Menurut Distrik, Luas Wilayah 

dan Kepadatan Penduduk Tahun 20 15 

No Distrik Luas Wilayah 
Jlh Penduduk Kepadatan 

(Jiwa) (Jiwa)/km2 

1 Kaureh 4.357,90 16.304 3,74 
2 Airu 3.099,00 1.023 0,33 
3 Yapsi 1.291,30 8.314 6,44 
4 Kemtuk 258,3 3.994 15,46 
5 Kemtuk Gresi 182,4 5.353 29,35 
6 Gresi selatan 143,9 1.403 9,75 
7 Nimboran 710,2 5.937 8,36 
8 Namblong 193,7 4.352 22,47 
9 Nimbokrang 774,8 9.198 II ,87 
10 Unurumguay 3.131,30 3.470 I ,19 
11 Demta 497,5 3.837 7,71 
12 Yokari 519,5 2.729 5,25 
13 Depapre 404,3 5.565 13,76 
14 Ravenirara 467,4 1.651 3,53 
15 Sentani barat 129,2 5.916 45,79 
16 Waibu 258,3 16.708 64,68 
17 Sentani 225,9 104.516 462,66 
18 Ebungfau 387,4 3.463 8,94 
19 Sentani Timur 484,3 11.672 24,10 

Jumlah 17.516,60 215.405 12,30 
Sumber: Profil Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura Tahun 2015 
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Tabel4.4 
Penduduk Kabupaten Jayapura Menurut Golongan Umur 

No Kel. Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

I 0-9 15.816 14.857 30.673 

2 10-19 19.413 19.496 38.909 

3 20-29 28.656 23.003 51.659 

4 30-39 24.061 19.736 43.797 

5 40-49 13.951 11.572 25.523 

6 50-59 8.367 6.855 15.222 

7 60-69 3.822 3.052 6.874 

8 70+ 1.534 1.214 2.748 

Jumlah 115.620 99.785 215.405 

Sumber: Profil Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura Tahun 2015 

a. Gambaran urn urn Distrik Sentani 

1) Letak geografis 

Distrik Sentani memiliki luas wilayah 225,9 km2 secara geografis terletak 

antara 2°29'-2°36' Lintang Selatan, 140°26'-140°32' Bujur Timur. Jika 

dilihat dari medannya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Keadaan Ketinggian 

Distrik Sentani terdiri dari daerah pegunungan pada bagian utara dan 

selatan, daerah dataran terdapat pada bagian barat. Daerah-daerah 

tersebut dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) bagian yakni sebagai 

berikut: 

Dataran kering 60% 

Dataran Pegunungan 15% 

Dataran rawa 10%, dan 

Perairan (Danau) 15% 
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b) Iklim dan Cuaca 

Iklim dan cuaca dapat berubah dalam waktu singkat, namun pada 

umumnya keadaan curah hujan, kelembaban dan suhu udara di Distrik 

Sentani dapat dijelaskan sebagai berikut: 

• Curah Hujan 

Curah hujan 135 mm/bln 

Hari hujan 13 hari/bln 

Periode basah bulan Mei s/d bulan Februari 

Periode kering Maret-April 

• Kelembaban Udara 

Kelembaban maksimum 83% 

Kelembaban minimum 81% 

Kelembaban rata-rata 82% 

• Suhu Udara 

Suhu udara maksimum 32,80°C 

Suhu udara minimum 22,90°C 

Suhu udara rata-rata 27,oooc 

2) Batas Wilayah 

a) Batas wilayah Distrik Sentani adalah sebagai berikut: 

• Sebelah Utara 

• Sebelah Selatan 

• Sebelah Timur 

• Sebelah Barat 

Kota Jayapura 

Distrik Ebungfau 

Distrik Sentani Timur 

Distrik Waibu 
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Gam bar 4.4 
Peta Wilayah Administrasi Distrik Sentani 

Gam bar 4.5 
Rona Lingkungan fbukota Distrik Sentani 

Sumber: Dikelola dari google Maps 
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b) Aksebilitas wilayah, jarak antara ibukota Distrik Sentani ke Kantor 

Bupati Kabupaten Jayapura ± 2 km, sedang ke ibukota Propinsi ± 45 

km. Jarak ini dapat ditempuh melalui darat yang dengan menggunakan 

42351.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



74 

angkutan urn urn, yang cukup memadai karena jumlah dan frekuensinya 

semakin lama makin meningkat serta didukung oleh kondisi prasarana 

jalan darat yang berada di ibukota kabupaten dengan fasilitas yang 

memadai. Selain itu, bagi penduduk yang berdomisili di pinggiran 

Danau sentani pun dapat menggunakan jasa transportasi air seperti 

motor tempel. 

3) Luas Wilayah 

Luas wilayah Distrik Sentani adalah 225,9 krn 2
, dimana terdiri dari 

pegunungan, dataran rendah, rawa, dan perairan dengan perincian luas 

masing-masing kampung/kelurahan adalah sebagaimana diperlihatkan 

pada tabel 4.5 berikut: 

Tabel4.5 
Luas Wilayah Distrik Sentani per Kelurahan/Kampung 

No Kelurahan/Kampung Luas (km2
) Persentase 

1 Kel. Sentani Kota 57,74 25,56 

2 Kel. Hinekombe 54,69 24,21 

3 Kel. Dobonsolo 10,06 4,45 

4 Kampung Hobong 12,31 5,45 

5 Kampung Ifar Besar 15,36 6,80 

6 Kampung Ajau!Ifale 12,40 5,49 

7 KampungYoboi/Kehiran 10,84 4,80 

8 Kampung Sereh 32,53 14,4 

9 Kampung Yobeh 9,94 4,40 

10 Kampung Y ahim 10,03 4,44 

Jumlah 225,9 100 

Sumber : Profil Distrik Sent ani Kabupaten Jayapura Tahun 2015 
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4) Pemerintahan 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana wilayah Distrik Sentani 

terbagi atas 7 (tujuh) kampung dan 3 (tiga) kelurahan. Pembinaan 

penyelenggaraan pemerintahan di Distrik dan Kampung!Kelurahan secara 

umum dikoordinir oleh Kepala Distrik yang diarahkan kepada usaha 

memperkuat tatanan pemerintahan dan seluruh perangkatnya di tingkat 

Distrik maupun Kampung!Kelurahan, agar makin mampu menggerakkan 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam roda pembangunan dan mampu 

menyelenggarakan administrasi pemerintahan Distrik dan 

Kampung!Kelurahan yang makin mandiri dan efektif. 

Agar penyelenggaraan pemerintahan di Distrik maupun Kampung/ 

Kelurahan dapat beJjalan dengan lancar maka perlu kiranya didukung oleh 

kelengkapan aparatur antara lain sebagai berikut: 

a) Jabatan Perangkat Distrik 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 15 Tahun 

2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Distrik, 

maka Kepala Distrik sebagai perangkat daerah dibantu oleh satu orang 

Sekretaris Distrik dan 5 (lima) orang Kepala Seksi antara lain yaitu: 

Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, 

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban Umum, dan Kepala Seksi Pelayanan. Ada 3 (tiga) orang 

pembantu Sekretaris Distrik, yaitu: Kepala Sub Bagian Umum dan 

Program, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian 

Keuangan, dengan eseloning masing-masing jabatan tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.6 berikut: 
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Tabel4.6 
Eseloning Jabatan Perangkat Distrik 

No Eselon Nama Jabatan Jumlab (org) 

I. IliA Kepala Distrik I 

2. IIIB Sekretaris Distrik I 

3. IVA • Kasi Pemerintahan I 

• Kasi Ek. Pembangunan I 

• Kasi Kessos I 

• Kasi Trantibum I 

• Kasi Pelayanan I 

4. IVB • Kasubag Umum & Program I 

• Kasubag Kepegawaian l 

• Kasubag Keuangan I 

Jumlab 10 

Sumber: Profit Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Tahun 2015 

b) Kelengkapan Pemerintahan Kampung/Kelurahan 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah, ditugaskan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari 

Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (Baperdes). Pemerintah Desa 

dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yaitu 

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Kepala Dusun 

merupakan unsur pelaksana tugas wilayah yang lebih dikenal dengan 

sebutan Ketua Rukun Warga (RW), di wilayah Distrik Sentani terdiri 

dari 56 RW dan 190 RT. 

Sehubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus 

Provinsi Papua Nomor 21 tahun 2001 maka sebutan Desa diubah 

menjadi Kampung, sehingga untuk sebutan Kepala Desa diubah pula 

menjadi Kepala kampung, begitu pula dengan sebutan Badan 

Perwakilan Desa menjadi Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam). 

Pada tabel 4.7 di bawah ini diperlihatkan nama Ke1urahan dan 
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kampung serta jumlah RW/RT pada di Distrik Sentani Kabupaten 

Jayapura. 

Tabel4.7 
Nama Kelurahan/Kampung dan Jumlah RW/RT di Distrik Sentani 

No Kelurahan!Kampung RW RT 

I Kel. Sentani Kota 12 54 

2 Kel. Hinekombe 12 47 

3 Kel. Dobonsolo 6 27 

4 Kampung Hobong 3 6 

5 Kampung I far Besar 2 4 

6 Kampung Ajau/Ifale 4 8 

7 Kampung Yoboi/Kehiran 2 8 

8 Kampung Sereh 9 22 

9 Kampung Yobeh 3 8 

10 Kampung Y ahim 3 6 

Jumlah 56 190 

Sumber: Profi/ Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Tahun 2015 

Tabel4.8 
Eseloning Jabatan Perangkat Kelurahan 

No Eselon Nama Jabatan Jumlah 
(orang) 

I. IVA Lurah I 

2. IVA Sekretaris Kelurahan I 

3. IVB • Kasi Pemerintahan I 

• Kasi Pembangunan I 

• Kasi Kesejah. Masyarakat I 

• Kasi Ketentraman I 

Jumlah 6 

Sumber : Profil Dzstnk Sentam Kabupaten Jayapura Tahun 2015 
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b. Kependudukan 

Berdasarkan registrasi pada akhir bulan Desember tahun 2014 jumlah 

penduduk di wilayah Distrik Sentani sebanyak I 04.516 jiwa atau 28.597 KK 

yang terdiri dari 57.210 jiwa atau 55% penduduk laki-laki dan 47.306 jiwa 

atau 45% penduduk perempuan yang tersebar di 7 (tujuh) kampung dan 3 

(tiga) kelurahan. Dengan demikian kepadatan penduduk rata-rata adalah 

462,66 jiwa per km2 

Perkembangan penduduk di Distrik Sentani terus meningkat, tingkat 

perkembangan penduduk disebabkan oleh 3 (tiga) aspek yakni fertilitas 

(kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan). Untuk 

pertambahan penduduk terutama dipengaruhi oleh aspek kelahiran. 

No 

1 

2 

Tabel4.9 
Sebaran Penduduk Distrik Sentani per Kelurahan/Kampung, 

Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2015 

Kelurahan I Luas Jumlah Penduduk 

Kampung (km2
) L p Jlh 

Kel. Sentani Kota 57,74 19.782 16.659 36.441 

Kel. Hinekombe 54,69 21.699 17.158 38.857 

Jiwa I 

km2 

631,12 

710,49 

3 Kel. Dobonsolo 10,06 7.212 6.075 13.287 1.320,77 

4 Kampung Hobong 12,31 408 374 782 63,53 

5 Kampung Ifar Besar 15,36 501 464 965 62,83 

6 Kampung Ajau!Ifale 12,40 879 799 1.678 135,32 

7 KampungYoboi/ 10,84 794 709 1.503 138,65 
Kehiran 

8 Kampung Sereh 32,53 3.722 3.122 6.844 210,39 

9 Kampung Yobeh 9,94 1.599 1.351 2.950 296,78 

10 Kampung Y ahim 10,03 614 595 1.209 120,54 

Jumlab 225,9 57.210 47.306 104.516 462,66 

Sumber : Profil Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura Tahun 2015 
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I) Komposisi penduduk menurutjenis kelamin 

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin yaitu susunan penduduk yang 

dibuat berdasarkan pengelompokkan menurut jenis kelamin laki-laki dan 

jenis kelamin perempuan. Selain faktor rasio jenis kelamin secara total 

maupun bagi golongan-golongan umur, keberadaan masyarakat atau 

komunitas juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat kematian laki-

laki dan perempuan secara relatif, dan oleh perbedaan tingkat migrasi antar 

jenis kelamin. 

Tabel4.10 
Komposisi Penduduk Distrik Sentani Menurut Jenis Kelamin 

AkhirTahun 2014 

No Kelurahan/Kampung Laki-laki Perempuan Jumlah 

Kel. Sentani Kota 19.782 16.659 36.441 

2 Kel. Hinekombe 21.699 17.158 38.857 

3 Kel. Dobonsolo 7.212 6.075 13.287 

4 Kampung Hobong 408 374 782 

5 Kampung Ifar Besar 501 464 965 

6 Kampung Ajaullfale 879 799 1.678 

7 Kampung Y oboi!Kehiran 794 709 1.503 

8 Kampung Sereh 3.722 3.122 6.844 

9 Kampung Yobeh 1.599 1.351 2.950 

10 Kampung Y ahim 614 595 1.209 

Jumlah 57.210 47.306 104.516 

Sumber: Profil Dzstnk Sentam Tahun 2015 

Perlu pula dikemukakan bahwa dalam keadaan normal, golongan laki-laki 

rata-rata hidup lebih lama dibandingkan dengan golongan perempuan, dan 

tingkat kematian bayi perempuan umumnya lebih tinggi dari tingkat 

kematian bayi laki-laki. 
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2) Komposisi penduduk menurut umur 

Komposisi penduduk berdasarkan umur dikatagorikan dalam dua 

kelompok yaitu kelompok usia konsumtif (0-14 tahun) dan penduduk usia 

diatas 59 tahun, sedangkan kelompok produktif yaitu penduduk dengan 

usia 15-59 tahun yang juga dikatagorikan sebagai penduduk usia kelja. 

Pada Distrik Sentani penduduk usia kelja (15-59 tahun) adalah 77.461 jiwa 

(74%) sedangkan penduduk usia konsumtif beljumlah 27.055 jiwa (26%) 

yang terdiri dari penduduk umur 0-14 tahun 22%, dan penduduk umur 

diatas 59 tahun sebesar 4%, sebagaimana diperlihatkan pada tabel 4.11 

berikut ini: 

Tabel4.11 
Rincian Penduduk Distrik Sentani Menurut Umur 

per Masing-masing Kelurahan/Kampung 

No 
Kelurahan/ Golongan Umur 
Kampung 0-9 10-14 15-24 25-59 

1 2 3 4 5 6 
I Kel. Sentani Kota 4.911 3.188 7.280 19.728 

2 Kel. Hinekombe 5.236 3.399 7.763 21.036 

3 Kel. Dobonsolo 1.790 1.162 2.655 7.193 

4 Kampung Hobong 105 68 156 423 

5 Kampung Ifar Besar 130 85 193 522 

6 Kampung Ajau/Ifale 226 147 335 908 

7 KampungYoboi/Kehiran 203 131 300 814 

8 Kampung Sereh 922 599 1.367 3.705 

9 Kampung Y obeh 397 258 589 1.597 

10 Kampung Y ahim 163 106 242 655 

Jumlah 14.083 9.143 20.880 56.581 

Sumber: Profil Distrik Sentani Tahun 2015 

3) Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

2:60 
7 
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Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan tercermin pada 

kepandaian membaca dan menulis serta tingkat pendidikan yang 
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ditamatkan. Penduduk dikatakan dapat membaca dan menulis jika mereka 

dapat membaca dan menulis surat yang sederhana, sedangkan mereka yang 

tergolong buta huruf jika mereka tidak dapat membaca dan menulis atau 

bisa membaca tetapi tidak dapat menulis. Selain itu yang disebut tamat 

adalah mereka yang meninggalkan sekolah setelah mengikuti pembelajaran 

pada kelas tertinggi sampai akhir dengan mendapat tanda tamat/ijazah, 

baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak anak-anak usia sekolah tidak 

bersekolah, hal ini disebabkan karena selain belum adanya kesadaran 

terhadap pendidikan, faktor ekonomi, juga karena faktor tradisi penduduk, 

yaitu anak yang masih usia sekolah masih dilibatkan dalam mencari nafkah 

untuk menambah pendapatan bagi keluarga, dengan diajak pergi berburu, 

mencari ikan, berkebun, dan pekerjaan lainnya. Untuk mengetahui jumlah 

penduduk wilayah Distrik Sentani menurut tingkat pendidikan dapat dilihat 

pada tabel4.12 berikut: 

Tabel4.12 
Komposisi Penduduk Distrik Sentani Menurut Pendidikan Tahun 2014 

No Pendidikan Jumlah Ket. 

1 Belum I Tidak Sekolah 19.347 Usia tidak sekolah 

2 so 19.397 yaitu jumlah anak usia 

3 SLTP 12.970 0-5 tahun ditambah 

4 SLTA 43.285 usia 5 tahun keatas 

5 01102/03 3.111 yang tidak pemah 

6 Sl/S2/S3 6.406 mengecap pendidikan 

Jumlah 104.516 

Sumber: Profil Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura Tahun 2015 
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4) Komposisi penduduk menurut pekerjaan 

Komposisi penduduk menurut pekerjaan di bagi kedalam 6 kelompok 

yaitu: lbu Rumah Tangga, Pelajar/Mahasiswa, PNS/TNI!Polri, 

Swasta!Wiraswasta, Petani!Nelayan, dan Belum!fidak bekerja atau 

pengangguran. 

Pengangguran dimaksudkan disini terdiri dari pengangguran terbuka dan 

pengangguran terselubung, dengan pengertian bahwa ada penganggur yang 

sama sekali tidak memiliki pekerjaan, dan ada penganggur ketika ada 

pekerjaan baru dia bekerja. Untuk mengetahui jumlah penduduk wilayah 

Distrik Sentani menurut tingkat pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.13 

berikut: 

Tabel4.13 
Komposisi Penduduk Distrik Sentani Menurut Pekerjaan 

No Pekerjaan 
Jumlah 

Persentase 
(orang) 

1 Ibu Rumah Tangga 13.811 13,21 

2 Pelajar & Mahasiswa 24.935 23,86 

3 PNS & TNI/POLRI 8.289 7,93 

4 Swasta & Wiraswasta 18.373 17,58 

5 Petani I Nelayan 9.186 8,79 

6 Belum I Tidak Bekerja 29.922 28,63 

Jumlah 104.516 100 

Sumber: Projil Dmas Dukcapzl Kabupaten Jayapura Tahun 2015 

5) Perkembangan dan komposisi penduduk menurut agama 

Perkembangan umat beragama di Distrik Sentani terlihat nyata dari waktu 

ke waktu dengan semakin bertambahnya jumlah masing-masing pemeluk 

agama. Kebhinekaan agama dengan keberagaman penganutnya merupakan 

kenyataan yang hidup di Distrik Sentani. 
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Tabe14.14 
Komposisi Penduduk Distrik Sentani Menurut Agama Tahun 2015 

No 
Kelurahan/ Kristen 

Katolik Islam Hindu Budha Jumlah 
Kam~ung Protestn 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Kel. Sentani Kota 17.976 2.024 16.152 207 82 36.441 

2. Kel. Hinekombe 20.230 1.809 16.590 142 86 38.857 

3. Kel. Dobonsolo 7.224 843 5.064 112 44 13.287 

4. Kamp. Hobong 782 - - - - 782 

5. Kamp. I far Besar 965 - - - - 965 

6. Kamp. Ajaullfale 1.678 - - - - 1.678 

7. Kamp. Yob/Kehm 1.503 - - - - 1.503 

8. Kamp. Sereh 5.758 - 1.086 - - 6.844 

9. Kamp. Yobeh 1.919 - 1.03] - - 2.950 

10 Kamp. Yahim 1.198 11 - - - 1.209 

Jumlah 59.233 4.687 39.923 461 212 104.516 

Sumber: Profil Distrik Sentani Tahun 2015 

Dengan memahami kebenaran agama masing-masing akan mendorong 

setiap pemeluk agama untuk lebih m£tiu dalam membina dan memelihara 

hubungan dan pergaulan yang telah terbina, dengan demikian maka akan 

terwujud keseimbangan, kesadaran serta keharmonisan dalam umat 

beragama. 

6) Komposisi penduduk menurut kewarganegaraan 

Warga Negara Republik Indonesia adalah orang yang lahir di dalam 

wilayah Republik Indonesia atau orang yang mempunyai kewarganegaraan 

Republik Indonesia menurut perundang-undangan. Dasar hukum 

penetapan kewarganegaraan Republik Indonesia mengacu pada Undang-

Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia (pasal I), sedangkan Warga Negara Asing adalah orang asing 

yang menjadi penduduk Negara Indonesia. 
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Distrik Sentani yang memiliki sumber daya alam yang melimpah memacu 

investor asing untuk menanamkan sahamnya sehingga otomatis berdampak 

pada mobilisasi penduduk akibat dibukanya lahan kelja bagi pencari kelja. 

Tabel4.15 
Jumlah Penduduk Distrik Sentani Menurut Kewarganegaraan Tahun 2014 

No Kewarganegaraan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 2 3 4 5 
1 Warga Negara 

Indonesia (WNI) 56.973 47.103 104.076 

2 Warga Negara Asing 
(WNA) 237 203 440 

J u m I ah 57.210 47.306 104.516 

Sumber: Projil Distrik Senrani Tahun 2015 

2. Profit Dinas Kebersiban, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) 

Pemerintah Kabupaten Jayapura mempunyai institusi yang memiliki 

wewenang dan tanggung jawab penuh dalam menangani masalah kebersihan terutama 

sampah kota, taman kota, dan permakaman yaitu Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 

Permakaman (DKPP). Pembentukan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman 

(DKPP) Kabupaten Jayapura, berdasarkan Keputusan Bupati Jayapura yang 

dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2013, 

tentang Organisasi dan Tata Kelja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayapura. 

Sebelumnya, instansi yang menangani persampahan adalah Dinas Pekeljaan 

Umum (DPU) dengan membentuk sebuah UPTD Kebersihan dan Pengelolaan 

Sampah. Setelah teljadi restrukturisasi, mulai bulan Januari 2014, instansi yang 

menangani persampahan adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman 

(DKPP), dimana khusus penanganan masalah sampah, kewenangan ada di Bidang 

Kebersihan pada DKPP Kabupaten Jayapura. Bidang Kebersihan membawahi dua 

seksi, yaitu Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan serta Seksi Kebersihan dan 

Pengelolaan Sampah. 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nom or 8 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayapura, 

disebutkan bahwa Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) 

mempunyai tugas me1aksanakan penyusunan dan pe1aksanaan kebijakan daerah 

yang bersifat spesifik di bidang kebersihan, pertamanan dan permakaman. 

a. Togas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersiban, Pertamanan dan 

Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura. 

Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepa1a Dinas 

Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) mempunyai tugas pokok 

dan fungsi: 

1) Tugas pokok Kepa1a DKPP Kabupaten Jayapura 

Me1aksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman 

da1am rangka mewujudkan Jayapura bersih, indah, rindang, dan 

penye1enggaraan tata ke1o1a permakaman yang tertib dan teratur, serta 

mendukung pembangunan yang bertumpu pada kearifan 1oka1 guna 

terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis 

dan damai, sejahtera, serta penye1enggaraan pemerintahan daerah dan 

kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabe1 menuju 

Jayapura Baru. 

2) Fungsi Kepa1a DKPP Kabupaten Jayapura 

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan dan 

permakaman. 

b) Penye1enggaraan urusan pemerintahan dan pe1ayanan urn urn di bidang 

kebersihan, pertamanan dan permakaman. 
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c) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang 

kebersihan, pertamanan dan permakaman. 

d) Pembinaan, pengawasan dan penilaian pejabat eselon III, IV, pelaksana 

UPTD, dan pejabat fungsional serta pegawai yang menjadi 

tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. 

e) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada Bupati, dan 

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

3) Tugas Pokok Kepala Bidang Kebersihan 

a) Kepala Bidang Kebersihan mempunyai tugas penyusunan rencana 

kegiatan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program 

kerja di bidang sarana prasarana kebersihan, penanganan kebersihan, 

dan pengelolaan sampah. 

b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a), 

Kepala Bidang Kebersihan menyelenggarakan fungsi: 

Penyusunan rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

Pengkoordinasian, kerjasama dan kemitraan di bidang kebersihan 

lingkungan dengan instansi terkait; 

Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan 

perencanaan di bidang kebersihan; 

Pengkoordinasian dalam penegakan Peraturan Daerah di bidang 

pengelolaan sampah dengan instansi terkait; 

Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah skala 

Kabupaten; 
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Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

program dan kegiatan; 

Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan 

saran pertimbangan kepada Kepala Dinas. 

3) Tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan 

a) Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b) Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang sarana dan prasarana 

kebersihan; 

c) Mengkoordinasikan perencanan dan melaksanakan program kerja di 

bidang sarana dan prasarana kebersihan; 

d) Menginventarisir dan menyiapkan sarana dan prasarana kebersihan 

sebagai penunjang kegiatan operasionallapangan; 

e) Mengk£tii informasi dan data untuk kepentingan penyusunan program 

kerja di bidang sarana dan prasarana kebersihan; 

f) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

program dan kegiatan; 

g) Menyampaikan laporan hasil pelaksanan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada Kepala Bidang. 

4) Tugas Kepala Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah 

a) Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b) Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang kebersihan dan 

pengelolaan sampah; 

c) Mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan program kerja di 

bidang kebersihan dan pengelolaan sampah; 
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d) Melakukan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah 

skala Kabupaten; 

e) Memberikan sosialisasi secara berkala melalui berbagai media terkait 

bidang kebersihan lingkungan; 

f) Menginventarisir, mengawasi dan menyiapkan upah kelja tenaga tidak 

tetap kebersihan tata kota; 

g) Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan rogram 

kelja di bidang kebersihan dan pengelolaan sampah; 

h) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi 

tanggungjawabnya agar diperoleh hasil kelja yang optimal; 

i) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

program dan kegiatan; 

j) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada Kepala Bidang. 

b. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman 

(DKPP) Kabupaten Jayapura 

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura 

Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelja Dinas-Dinas Daerah, 

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) 

Kabupaten Jayapura terdiri dari: 

1) Kepala Dinas 

2) Sekretariat, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Umum dan Program; 

b) Sub Bagian Kepegawaian; dan 

c) Sub Bagian Keuangan. 
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3) Bidang Kebersihan, terdiri dari : 

a) Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan; dan 

b) Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah. 

4) Bidang Pertamanan, terdiri dari : 

a) Seksi Penataan Taman dan Penghijauan Jalan; dan 

b) Seksi Perlindungan dan Pengamanan Lingkungan Hid up Kota. 

5) Bidang Permakaman, terdiri dari : 

a) Seksi Sarana dan Prasarana Permakaman; dan 

b) Seksi Registrasi, Pemanfaatan, dan Penataan Permakaman. 

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, 

Pertamanan, dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura tahun 2015 dapat 

dilihat pada gambar 4.6 di bawah ini: 
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B. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses pengelolaan sampah yang meliputi lima aspeklkomponen yang saling 

mendukung dimana antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk 

mencapai tujuan (Dept. Peketjaan Umum, SNI 19-2454-2002). Kelima aspek tersebut 

meliputi: aspek teknis operasional, aspek kelembagaan/organisasi, aspek hukum dan 

peraturan, aspek bembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat. 

Selain lima aspek dalam proses pengelolaan sampah, peneliti juga akan 

menganalisis empat variabel faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi 

Kebijakan dari George C. Edward Ill, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya (3) 

disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Masing-masing variabel akan dianalisis untuk 

mengetahui potensi masing-masing variabel dalam proses implementasi pengelolaan 

sampah di Kota Sentani Kabupaten Jayapura. 

Namun, sebelum masuk dalam pembahasan tentang aspek-aspek dalam proses 

pengelolaan sampah dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

pengelolaan sampah, terlebih dahulu peneliti akan menggambarkan produksi sampah 

dan jangkauan pelayanan sampah di Sentani Kabupaten Jayapura. 

1. Produksi Sampah dan Jangkauan Pelayanan Sampah di Sentani 

Sampah selalu menjadi masalah yang serius, masalah ini timbul karena 

masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan 

sampah. Di Sentani Kabupaten Jayapura, masih banyak sampah yang dibuang 

tidak pada tempatnya seperti ke sungai, di pinggir/pojok jalan dan di lahan yang 

belum dimanfaatkan. Hal ini menandakan bahwasanya sebagian masyarakat Kota 

Sentani masih belum sadar dan kurang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. 

Penumpukan sampah ini juga dapat tetjadi karena keterlambatan petugas 

dalam mengangkut sampah, yang akan menyebabkan masyarakat sekitar merasa 
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terganggu dengan sampah yang menimbulkan bau tidak enak/sedap. Sampah yang 

tercecer ke dalam saluran air akan menyumbat aliran air sehingga dapat 

mengakibatkan banjir pada musim hujan. 

Analisis produksi sampah di Kota Sentani bertujuan untuk mengetahui 

besamya produksi sampah yang dihasilkan, baik dari kegiatan di permukiman 

maupun non permukiman. Disamping itu, juga untuk mengetahui penyebaran 

produksi sampah yang ada di Sentani. Analisis jangkauan pelayanan sampah, 

bertujuan untuk mengetahui atau mengkaji Kampung/Kelurahan yang 

membutuhkan pelayanan sampah berdasarkan pada produksi sampah yang 

dihasilkan serta kepadatan penduduk. 

a. Produksi Sampah 

Dengan melakukan pengukuran dan penghitungan terhadap volume 

dan berat sampah yang dihasilkan oleh setiap sumber timbulan per orang per 

hari diperoleh hasil yang bervariasi untuk masing-masing sumber timbulan, 

hal ini disebabkan oleh tiap sumber sampah memiliki latar belakang ekonomi 

yang berbeda-beda. Adapun timbulan sampah rata-rata per orang per hari 

menurut SK SNI S-04-1993-03 tentang timbulan sampah untuk kota kecil dan 

kota sedang di Indonesia dan juga berdasarkan referensi penelitian-penelitian 

sebelumnya rata-rata timbulan sampah perkotaan adalah 0,35 kg/orang/hari 

atau setara 2,5-2, 75 liter/orang/hari. 

Di Kota Sentani, besamya produksi sampah dapat dihitung berdasarkan 

jumlah penduduk dikalikan dengan besamya timbulan sampah rata-rata per 

orang setiap hari. Berdasarkan data penduduk yang diterbitkan dalam profil 

Disdukkcapil tahun 2015, jumlah penduduk Distrik Sentani saat ini sebesar 

104.516 jiwa (Tabel 4.9) atau 48,52% dari total penduduk Kabupaten 

Jayapura, sehingga dengan asumsi timbulan sampah sebesar 2,5 
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liter/orang/hari atau setara 0.35 kg/orang/hari, maka produksi sampah di 

Sentani yang bersumber dari permukiman atau tempat tinggal warga mencapai 

261,29 m3/hari dapat dikonversi menjadi ± 36,58 ton!hari. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel4.16 di bawah ini: 

Tabel4.16 
Data Persampahan per Kelurahan!Kampung di Distrik Sentani 

( dalam satuan kg dan m3
) 

Stan dar Standar Jumlah Jumlah Jwnlah 
Jumlah Timbuln Timbuln Timbuln Timbuln Timbln 

Kelurahan I Pndudk Sampah Sampah Sampah Sampah Sampah 
Kampung (jiwa) (per kg/ (per liter/ (kg/hari) (ton!thn) (perm'/ 

orang/hr) orang/@") hari) 
Sentani Kota 36.441 0,35 2,5 12.754,35 4.655.34 91,10 

Hinekombe 38.857 0,35 2,5 13.599,95 4.963,98 97,14 

Dobonsolo 13.287 0,35 2,5 4.650,45 1.697,41 33,22 

Hobong 782 0,35 2,5 273,70 99,90 1,96 

!far Besar 965 0,35 2,5 337,75 123,28 2,41 

Ajau!lfale 1.678 0,35 2,5 587,30 214,36 4,20 

Y oboi/Khiran 1.503 0,35 2,5 526,05 192,01 3,76 

Sereh 6.844 0,35 2,5 2.395,40 874,32 17,11 

Yobeh 2.950 0,35 2,5 1.032,50 376,86 7,38 

Yahim 1.209 0,35 2,5 423,15 154,45 3,02 

Jumlah 104.516 36.580,60 13.351,92 261,30 

Jumlah 
Timbuln 
Sampah 
(per m3

/ 

tahun) 
33.251,50 

35.456,10 

12.125,30 

715,40 

879,65 

1.533,00 

1.372,40 

6.245,15 

2.693,70 

1.102,30 

95.374,50 

Sumber · Data d10/ah penehti, 2015 

Selain itu, dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas 

Kebersihan, Pertamanan, dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura, Bpk. 

Sakarudin, S.Pd. MM., mengatakan: "... di Kota Sent ani diperkirakan 

produksi sampah dari kegiatan non permukiman mencapai ± 25 m3/hari 

dimana produksi sampah non permukiman ini bersumber dari warung, pasar, 

pertokoan, fasilitas kesehatan dan sosial lainnya". Penyebaran produksi 

sampah non permukiman tersebut, sebagian besar berada di wilayah Kelurahan 

Sentani Kota dan Kelurahan Hinekombe hila dibandingkan dengan Kelurahan 

maupun Kampung lainnya. Hal ini disebabkan karena fasilitas Kota Sentani 

baik perkantoran, pertokoan, pasar dan juga terminal taksi terpusat di 2 
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b. Komposisi timbulan sampah 

Komposisi sampah adalah komponen fisik sampah seperti sisa-sisa 

makanan, kertas, plastik, logam, kaca, kain, karet dan Jain-Jain. Dari survey 

penelitian yang dilakukan berdasarkan berat sampah yang dihasilkan, 

komponen sampah yang paling dominan pada umumnya adalah sisa makanan 

dan yang terendah adalah kain/tekstil. Namun berdasarkan volumenya potensi 

sampah terbesar adalah jenis kertas dan plastik, sementara yang terendah 

adalah kain. 

Sampah sisa makanan/organik, sampah kertas dan sampah plastik 

jumlahnya tampak lebih dominan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Sampah kertas untuk saat ini sama sekali bel urn memiliki nilai ekonomi, 

sehingga sampah kertas berupa koran, kardus Jangsung dibuang oleh 

sumber sampah dan tidak di pungut kembali oleh pemulung. 

2) Sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok berbelanja 

setiap hari dan sebagian besar tidak membawa tempat belanjaan hal ini 

meningkatkan potensi timbulan sampah plastik. 

Komposisi sampah dari tahun ke tahun akan mengalami perubahan 

jenis, hal ini berkaitan dengan adanya peningkatan kehidupan masyarakat. 

c. Lingkup Pelayanan Sampah 

Jumlah penduduk terlayani adalah jumlah penduduk di daerah yang 

sudah mendapatkan pelayanan sampah, dibanding dengan jumlah penduduk 

pada daerah-daerah yang seharusnya mendapatkan pelayanan sampah, 

sedangkan luas daerah terlayani adalah berdasarkan luas daerah terbangun 
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yang mendapatkan pelayanan sampah dibanding dengan luas daerah terbangun 

yang mestinya mendapatkan pelayanan sampah. 

Prioritas pelayanan sampah adalah daerah yang mempunyai kepadatan 

minimal 50 jiwa/ha (P3KT, dalam Waluyo, 2003). Dengan demikian tidak 

semua Kampung/Kelurahan yang mempunyai produksi sampah tinggi perlu 

mendapatkan pelayanan sampah. Daerah dengan kepadatan bersih di bawah 50 

jiwa/ha, masyarakat dapat mengelola sampahnya sendiri, karena mempunyai 

lahan yang cukup luas. Disamping itu, daerah yang memiliki kepadatan 

dibawah 50 jiwa/ha di Kota Sentani pada umumnya adalah daerah yang jauh 

dari pusat kota. 

Selain berdasarkan kepadatan penduduk, penentuan daerah pelayanan 

juga harus memperhatikan kondisi daerah seperti daerah komersial, jalan 

protokol dan pasar yang harus mendapatkan prioritas pelayanan 80% - 100% 

(P3KT). Jadi meskipun daerah tersebut kepadatannya kurang dari 50 

jiwa/hektar, tetap harus mendapatkan pelayanan sampah. 

Jangkauan pelayanan sampah di Kota Sentani saat ini masih meliputi 6 

(enam) Kelurahan!Kampung yaitu Kelurahan Sentani Kota, Kelurahan 

Hinekombe, Kelurahan Dobonsolo, Kampung Sereh, Kampung Yobeh dan 

Kampung Yahim. Penentuan daerah pelayanan sampah saat ini sebenarnya 

sudah tepat, selain ditunjukkan dengan kondisi tiga Kelurahan tersebut 

mempunyai kepadatan bersih lebih dari 50 jiwalha, dan tiga Kampung cukup 

dekat dengan pusat kota yang tentunya harus mendapatkan pelayanan yang 

intensif juga meskipun dengan dana yang terbatas. 

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk Distrik Sentani seperti pada 

tabel 4.9 di atas, Kelurahan!Kampung yang mempunyai kepadatan bersih di 

atas 50 jiwa/ha sebenarnya hanya pada tiga Kelurahan yang ada, yakni 
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Kelurahan Sentani Kota, Kelurahan Hinekombe dan Kelurahan Dobonsolo. 

Sedangkan 7 (tujuh) wilayah kampung lainnya yakni, Hobong, Ifar Besar, 

Ajau!Ifale, Yoboi/Kehiran, sereh, Y obeh dan Yahim mempunyai kepadatan 

penduduk masih di bawah 50 jiwalha. 

Menurut Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) 

kriteria untuk menentukan pelayanan sampah adalah sebagai berikut: 

• Daerah permukiman, daerah dengan kepadatan > 150 jiwalha 

memerlukan tingkat layanan 1 00%; daerah dengan kepadatan penduduk 

100-150 jiwalha memerlukan tingkat layanan 75% dan daerah dengan 

kepadatan penduduk 50-100 jiwa/ha memerlukan tingkat layanan 50%. 

• Daerab komersial, pada umumnya sampah dengan tingkat layanan 80%, 

jalan protokol dan taman memiliki tingkat layanan 100% dan pasar hams 

memiliki tingkat pelayanan 1 00%. 

2. Aspek-aspek Dalam Proses Pengelolan Sampab 

a. Aspek teknik operasional 

1) Pewadahan 

Pewadahan merupakan suatu cara penampungan sampah sementara 

di sumbernya baik individual maupun komunal. Tujuan dilakukannya 

pewadahan ini yaitu untuk memudahkan pengumpulan dan pengangkutan, 

mengatasi timbulnya bau busuk dan menghindari perhatian dari binatang, 

menghindari air hujan dan menghindari pencampuran sampah. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kebersihan 

pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten 

Jayapura, Bpk. Arpagus Siregar, ST terkait pewadahan sampah, beliau 

mengatakan: 
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" dalam pelayanan kepada masyarakat, untuk pewadahan 
sampah saat ini maka dalam peranannya yang dapat diberikan 
oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) 
masih sebatas TPS berupa kontainer, dan wadah sampah 
permanen di Pasar Pharaa. Untuk penempatan kontainer di 
lokasi tertentu dekat pemukiman warga sering mengalami 
kendala, masyarakat setempat tidak menerimanya dengan alasan 
menimbulkan bau dan sebagainya, sehingga mungkin ada 
oknum yang merasa kesal sampah dibakar di dalam container. 
Sedangkan bila kita tempatkan kontainer ini agak jauh dari 
pemukiman, dapat dibayangkan bahwa kemauan atau kesadaran 
warga untuk membuang sampahnya semakin berkurang". 
(wawancara pada 7 Agustus 2015) 

Gambar4.7 
Kontainer Sebagai TPS & Buang Sampah di Pinggir Jalan 

Sumber: Hasil Survey Penelitian 
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Memang benar dari pantauan peneliti, bahwa kondisi kontainer 

yang dijadikan sebagai wadah penampungan sementara sampah ini 

seringkali oleh masyarakat dijadikan tempat membakar sampah, 

mengakibatkan kondisi kontainer cepat rusak. 

Gambar4.8 
Kondisi Beberapa Kontainer Rusak Berat/Sedang Perlu Perbaikan 

Sumber: Hasil Survey Penelitian 
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Untuk pasar tradisional di Pasar Pharaa Sentani menggunakan 

wadah komunal, yang terbuat dari tembok permanen namun karena 

besamya volume sampah yang dihasilkan setiap harinya mengakibatkan 

wadah komunal tersebut tidak dapat menampung sampah yang ada. 

Bahkan wadah sampah pasar kondisinyapun sudah rusak atau tidak layak 

lagi digunakan sehingga sampah hanya ditumpuk di suatu tempat tanpa 

menggunakan wadah. 

Gambar 4.9 
Kondisi Sampah Ditumpuk Sembarang di Pasar Pharaa Sentani 

Sumber: Hasil Survey Penelitan, 2015 

Hal ini merupakan suatu pemandangan yang kurang baik selain 

bau atau aroma menyengat yang ditimbulkan oleh sampah tersebut, juga 

dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. 

2) Pengumpulan dan pengangkutan 

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) 

Kabupaten Jayapura melakukan tugas dan fungsinya dalam pengumpulan 

sampah dari setiap sumber timbulan pada jalan protokol dengan 

menggunakan Dump truck atau Arm roll dengan pola individual langsung, 

sedangkan pada pemukiman penduduk yang jalanannya belum bisa dilalui 

oleh mobil truk, namun kebetulan dapat pembagian motor sampah roda 
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tiga, maka pengangkutan dilakukan oleh motor sampah yang kemudian di 

huang ke TPS. 

Bagi masyarakat yang pemukimannya belum bisa dilalui kendaraan 

atau belum didatangi oleh petugas kebersihan, maka warga itu sendiri yang 

mengantarkan langsung sampahnya ke TPS yang telah disediakan, seperti 

apa yang telah disampaikan oleh Bpk. Marth in us Kasuai "... ke tempat 

pemukiman dimana kami tinggal untuk saat ini petugas pengumpu/1 

pengangkut sampah dari DKP P Kabupaten Jayapura be fum masuk, 

sehingga warga sendiri yang pergi membuang sampahnya ke TPS", 

(wawancara pada 22 November 2015). 

Proses kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah di Kota 

Sentani menggunakan dua cara yakni: 

a) Cara pertama yaitu, dari sumber timbulan dikumpulkan oleh masing-

masing warga ke sarana container yang dijadikan TPS setelah itu oleh 

petugas diangkut menggunakan Arm roll truck ke TP A. 

b) Cara kedua yaitu, petugas kebersihan mengambillangsung dari sumber 

timbulan (sampah rumah tangga, pertokoan, pasar) sampah tumpuk di 

pojok jalan oleh petugas diangkut menggunakan Dump truck ke TP A. 

Gambar 4.10 
Pengumpulan Sampah Oleh Petugas DKPP Kabupten Jayapura 

Sumber: Hasil Survey Penelitian, 2015 
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3) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah 

Secara fungsional Kabupaten Jayapura memiliki dua TPA yaitu 

TPA Waibu Doyo Lama yang berada di Distrik Waibu dengan luas areal 

kurang lebih 2 ha, kemudian TPA Waibron yang berada di Distrik Sentani 

Barat dengan luas areal 22 ha. Namun secara operasional TPA yang 

beroperasi hanya TPA Waibu yang menampung seluruh sampah dari 

berbagai tempat sekitarnya yang ada di Kabupaten Jayapura. Kegiatan 

TPA sampah Waibu sejak awal dalam pengoperasiannya masih 

menggunakan sistem terbuka (open dumping). 

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kebersihan, 

Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura, Bpk. 

Sakarudin, S.Pd., MM. terkait kelayakan Tempat Pembuangan Sampah 

(TPA) Waibu yang awalnya hanya 1 ha namun dengan adanya transaksi 

jual beli sehingga memiliki luas 2 ha dan sampai dengan saat ini masih 

menganut sistem yang lama yaitu sistem open dumping, dijelaskan: 

" ... bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Waibu mt 
sebelumnya hanya memiliki luas 1 ha dengan status kontrak, 
namun untuk tahun depan oleh Pemerintah Daerah lewat DKPP 
memperluas sekaligus membeli tanah tersebut hingga menjadi 2 
ha. Memang betul bahwa untukjangka panjang TPA Waibu ini 
dengan luas hanya 2 ha tidaklah layak, TPA Waibu ini kita 
jadikan sekarang sebagai TPA sementara atau sebagai 
penyangga saja menunggu difungsikannya TPA Waibron di 
Distrik Sentani Barat yang cukup standar dijadikan Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) sampah jangka panjang". 
(wawancara pada 6 Oktober 20 15) 

Pada Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Waibu, pengelolaan 

sampah di lokasi tersebut belum optimal karena tidak didukung dengan 

sarana/alat yang memadai, untuk pengolahan maupun untuk penghancuran 

sampah yang masih bersifat manual seperti membakar sampah. Produksi 

sampah dari waktu ke waktu men~alami penin~atan. apabila TP A 
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Waibron tidak segera difungsikan maka diperkirakan satu atau dua tahun 

ke depan ini TPA Waibu tidak akan mampu menampung volume sampah 

yang kian hari bertambah mengingat teknologi dan peralatan yang 

digunakan saat ini bel urn juga ada. 

Gambar4.11 
Kondisi TPA Sampah Sementara Waibu 
Sumber: Hasil Survey Penelitian, 2015 

Mengenai TPA Waibron yang hingga saat ini belum dapat 

difungsikan, kembali Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 

Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura menjelaskan: 

" ... terkait rencana penggunaan TPA Waibron yang belum 
dapat difungsikan sampai dengan saat ini, sebenarnya dari 
perjanjian jual beli atau MoU pelepasan tanah oleh pemilik hak 
ulayat sudah clear dalam arti tidak ada masalah. Hanya saja 
kondisi jalan menuju lokasi TPA tersebut tidak memungkinkan 
untuk dilalui kendaraan bermuatan berat, sebab dengan jalan 
yang ada sekarang dengan tanjakan posisi kemiringan sekitar 
45° sangat tidak layak, sehingga perlu pengalihan jalan kearah 
lain yang tentu saja harus membuka jalan baru yang 
membutuhkan dana besar selain juga adanya kompensasi 
kepada pemilik tanah (hak ulayat)". (wawancara pada 6 
Oktober 20 15) 

Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang warga sekaligus tokoh 

atau Ondoapi dari warga masyarakat Kampung Waibron. Berikut 
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wawancara peneliti dengan pemilik hak ulayat sekaligus Ondoapi dari 

Suku Samonsabra, yaitu Bpk. Y ehuda Samonsabra, mengatakan: 

" ... iya memang benar bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura 
telah mengadakan perjanjian dengan kami pemilik hak u1ayat 
tanah. Namun dalam pembayaran atau kompensasi tanah belum 
sepenuhnya diselesaikan, masih sebagian kecil saja. Sehingga 
dari pembicaraan kami dengan Kepala Daerah yang sekarang 
ada perubahan harga dari kesepakatan sebelumnya, hal ini 
teljadi mengingat bahwa nilai rupiah lima tahun lalu sudah jauh 
beda dengan nilai rupiah untuk saat ini. Jadi selama Pemerintah 
Daerah dapat memenuhi kewajibannya kepada warga maka 
rencana TPA Waibron ini dapat segera diwujudkan dan 
difungsikan, tidak ada kendala atau masalah dengan warga". 
(wawancara pada 13 oktober 2015) 

Gam bar 4.12 
Kondisi Jalan Menanjak Belum Pengerasan Menuju TPA Waibron 

Sumber: Hasil Survey Penelitian, 2015 

4) Pemilahan dan pengolahan 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah bahwa Dinas Kebersihan, 

Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura sejak terbentuk 

pada tahun 2014 yang lalu sangat jarang atau hampir belum pemah 

memberikan edukasi, pembinaan maupun sosialisasi langsung secara 

teljadwal oleh petugas DKPP kepada masyarakat tentang pemilahan dan 

pengolahan sampah. 
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Menurut penjelasaan Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas 

Kebersihan. Pertamanan dan Pennakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura, 

Bpk. Arpagus Siregar, ST mengatakan "bahwa hal ini dikarenakan oleh 

terbatasnya dana yang dialokasikan ke Bidang Kebersihan sehingga 

be/urn termuat di da/am program dan kegiatan pada DPA DKPP 

Kabupaten Jayapurd', (wawancara pada 24 November 20 15). 

Selain ke Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) 

Kabupaten Jayapura, selanjutnya peneliti juga menyambangi Kantor 

Distrik Sentani, peran apa yang dapat diberikan oleh Distrik terkait 

implementasi pengelolaan sampah terutama di permukiman warga. Melalui 

wawancara peneliti dengan Bpk. Tahir Iribaram, S.IP selaku Sekretaris 

Distrik, menjelaskan: 

"... pada dasamya kami hanya dapat menghimbau kepada 
warga agar dapat mengelola sampahnya dengan benar, 
membuang sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS) 
yang disediakan pemerintah, jangan membuang sampah 
sembarangan misalnya ke kali/sungai dan lain-lain. Bagi warga 
yang sudah mengerti dan terlatih agar sampah organik dapat 
dijadikan pupuk kompos. Apabila ada sampah anorganik 
bemilai ekonomis silahkan dipilah untuk dijual ke pemulung". 
(wawancara pada 7 Oktober 2015) 

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Kelurahan Hinekombe 

lbu Euneke Monim, S.Sos, bahwa pegawai di kelurahan hanya berusaha 

menghimbau warga terutama yang tinggal dekat bantaran kali/sungai untuk 

tidak membuang sampah rumah tangga dan lainnya ke sungai, sebab 

apabila hujan turun air di kali tidak lancar dan akan menimbulkan banjir. 

maka sangat diharapkan dan perlu adanya penjadwalan terencana 

dari pemerintah untuk memberikan edukasi berupa penyuluhan/sosialisasi 

tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada warga. 
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Dari basil survey dan pengamatan peneliti, dengan melibat 

perkembangan dan kondisi yang ada sekarang ini, babwa pemilahan 

sampab oleb masyarakat yang ada sekarang ini masib terbatas pada sampab 

anorganik yang dalam waktu cepat dapat dijual ke pemulung, seperti 

kaleng sprite, cocacola dan fanta. Untuk pemilaban dan pengolaban 

sampah sejenis sampah rumah tangga oleh warga dengan konsep 3R 

(reuce, reuse dan recycle) dan pengomposan, pada dasarnya belum ada 

yang melakukannya. 

Selain itu babwa apabila sampab-sampab ini katakanlab sudab 

dipilah, baruslab ada proses selanjutnya mau dikemanakan lagi basil 

pilaban ini, misalnya yaitu untuk di daur ulang. Disini tentu orang atau 

warga masyarakat yang memilab sampab mengalami kebuntuan, sebab 

sampai dengan saat ini di Kabupaten Jayapura, baik pemerintab maupun 

swasta belum ada yang menanamkan modalnya untuk menyediakan suatu 

pabriklmesin daur ulang maupun mesin pencacah sampab menjadi baban 

baku lainnya. 

Sebenarnya dulu sekitar dua tabun lalu, babwa di Kampung Doyo 

Baru Distrik Waibu pernah ada beroperasi usaha daur ulang pencacah 

sampab plastik. Ketika peneliti menyambangi lokasi usaba tersebut ternyata 

memang sudab dua tabun ini tidak beroperasi lagi. Peneliti mencoba 

bertanya kepada penjaga disana apa yang menjadi kendala sebingga stop 

beroperasi. Lewat Handphone, saya disambungkan oleh pak Munir dengan 

pemilik usaha yang kebetulan berada di Nganjuk, Surabaya. Berikut Bpk. 

Farouq selaku pemilik usaha daur ulang sampah plastik di Doyo Baru, 

menjelaskan: 

"' ... memang betul, dulu usaha ini sempat beroperasi dari tahun 
2010 sampai dengan tahun 2013, dan semuanya berialan lancar, 

42351.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



selain bahan bakunya cukup tersedia pemasarannya juga tidak 
ada masalah, kalau tidak ke Surabaya kami dapat kirim ke 
Jakarta. Hanya saja saat itu saya cukup sibuk dengan membantu 
kegiatan mengasuh di Pesantren, sehingga berhenti". 
(wawancara pada 23 Desember 2015) 
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Selanjutnya peneliti bertanya apakah dalam waktu dekat ini ada 

rencana untuk mengaktifkan atau mengoperasikan kembali usaha daur 

ulang sampah plastik ini, mengingat di Sentani Kabupaten Jayapura hingga 

saat ini usaha serupa belum ada, kembali Bpk. Farouq, menjelaskan: 

"... iya benar pak rencana itu ada, hanya saja bahwa saat ini 
saya belum memiliki modal yang cukup untuk melanjutkan atau 
mengaktifkan kembali usaha ini. Padahal prospek kedepannya 
cukup bagus, duiu dengan tenaga pekerja 4 orang kami dapat 
memproduksi cacahan sampah plastik rata-rata satu ton perhari, 
hitung-hitung keuntungannya cukup lumayan. Sekarang ini 
Dinas Kebersihan telah terbentuk, jadi mungkin Pemerintah 
Daerah juga sudah memikirkan pengadaan mesin pengolah 
sampah. Bila demikian, saya berharap kepada pemerintah, 
kalau boleh dapat merangkul kami nantinya yang sudah sempat 
terlibat dalam usaha tersebut". (wawancara pada 23 Desember 
2015) 

Gam bar 4.13 
Kondisi Mesin Daur Ulang Plastik, Milik Bpk. Farouq di Doyo Baru 

Sumber: Hasil Survey Penelitian, 2015 

Sebelum menutup telepon, peneliti hanya dapat menghimbau 

untuk dapat menyampaikan langsung keinginan Bpk. Farouq kepada 

Pemerintah Daerah melalui dinas terkait yaitu Dinas Kebersihan, 

Pertamanaan dan Permakaman (DKPP) kabupaten Jayapura. 
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b. Aspek kelembagaan 

Dari sisi struktur birokrasi kelembagaan, selain Dinas Kebersihan, 

Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura sebagai suatu 

institusi pelaksana kebersihan dari unsur pemerintah, maka sebenarnya ada 

unsur atau lembaga lain yang sedianya terlibat dalam pengelolaan sampah, 

seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pendamping atau 

fasilitator, para ahli atau akademisi sebagai perencana, swasta sebagai 

penanam modal, dan masyarakat itu sendiri sebagai produsen sekaligus juga 

pengguna. 

Secara khusus untuk masyarakat sebagai produsen dan sekaligus 

sebagai pengguna pelayanan sampah dapat saja misalnya membentuk suatu 

wadah di intern lingkungan RW atau RT-nya masing-masing. Organisasi yang 

dibentuk sedianya mempunyai struktur kepengurusan dari Ketua, Sekretaris, 

Bendahara, Penasehat dan tentunya beberapa anggota. Untuk menggerakkan 

organisasi ini tentu diperlukan adanya dana yaitu dengan cara penarikan iuran 

kebersihan kepada anggota dengan nilai atau jumlah yang telah disepakati 

bersama. Tugas dan fungsi dari organisasi ini tentu saja terkait dengan 

kebersihan lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah. 

Menurut Revisi SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan 

Sampah di Permukiman, penanggung jawab pengelolaan persampahan 

dilaksanakan oleh swasta/developer dan atau organisasi kemasyarakatan. 

Sedangkan tanggungjawab lembaga pengelola sampah permukiman adalah: 

1) Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman dari mulai sumber sampah 

sampai dengan TPS dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk I ditunjuk 

oleh organisasi masyarakat permukiman setempat; 

42351.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



106 

2) Pengelolaan sampah dari TPS sampai dengan TPA dikelola oleh lembaga 

pengelola sampah kota yang dibentuk oleh pemerintah; 

3) Mengevaluasi kinelja pengelolaan sampah atau mencari bantuan teknis 

evaluasi kinelja pengelolaan sampah; 

4) Mencari bantuan teknik perkuatan struktur organisasi; 

5) Menyusun mekanisme keljasama pengelolaan sampah dengan pemerintah 

daerah atau dengan swasta; 

6) Menggiatkan forum koordinasi asosiasi pengelola persampahan; 

7) Meningkatkan kualitas SDM berupa mencari bantuan pelatihan teknis dan 

manajemen persampahan ke tingkat daerah. 

Sebagai sebuah lembaga pemerintah selain ditugaskan dalam 

pelayanan pengelolaan persampahan, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 

Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura juga memiliki peran dan 

tanggungjawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seperti 

misalnya memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang kebersihan dan 

pengelolaan sampah. 

c. Aspek hokum dan peraturan 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinelja pengelolaan 

sampah adalah aspek hukum dan peraturan. Secara nasional regulasi atau 

hukum yang digunakan dalam proses pengelolaan sampah serta upaya 

meminimalisasi, mencegah dan mendaur ulang sampah adalah Undang-undang 

Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Beberapa peraturan 

perundang-undangan yang relevan mengenai sampah yakni: 

1) Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Sampah; 

42351.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



107 

2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Per1indungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. 

Peraturan dan hukum merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam proses implementasi pengelolaan sampah. Untuk mengimplementasi­

kan pengelolaan sampah di Kota Sentani, sudah ada hukum atau peraturan 

produk daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura. Dalam Peraturan Daerah ini pada 

bab VI pasal 15 mengatur tentang larangan, dikatakan bahwa setiap orang 

dilarang: 

1) Memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah; 

2) Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; 

3) Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan I atau perusakan 

1ingkungan; 

4) Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan 

disediakan; 

5) Membuang sampah di tempat yang terbuka seperti Danau Sentani, 

sungai/kali, di tepi jalan tidak pada TPS atau tempat penampungan 

sampah, dan tempat lain yang bukan tempat pembuangan sampah baik 

dalam jumlah sedikit maupun ban yak; dan 

6) Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis 

pengelolaan sampah. 

Memperhatikan bunyi pasal di atas, jelas bahwa Perda ini sifatnya 

mengatur, mengikat dan memaksa. Pemerintah Kabupaten Jayapura 

sebenamya menyadari bahwa usaha-usaha yang dilakukan dalam hal 
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kebersihan tidak akan bisa berhasil tanpa adanya ancaman hukuman yang bisa 

dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. 

Berbicara tentang Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan 

Sampah untuk implementasinya di lapangan temyata sampai dengan saat ini 

belum didukung dengan adanya Perbup yang menjadi petunjuk 

pelaksanaan/teknis seperti apa di lapangan. Dalam hal ini peneliti bertanya 

kepada Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan Bpk. Rischard 

Latukolan, SH dimana beliau menjelaskan bahwa: ". .. tentang Perbup pada 

prinsipnya Bagian Hukum sifatnya menunggu hasil godokan dari instansi 

terkait, apabila sudah oke Bagian Hukum segera memprosesnya dan 

disampaikan ke pimpinan untuk tindak lanjutnya ". Hal ini juga diamini oleh 

Kepala DKPP Kabupaten Jayapura, dan sekarang ini bersama unsur terkait 

sedang membahasnya agar Perbub ini sebagai petunjuk pelaksanaan 

pengelolaan sampah dapat segera diterbitkan. 

Sejak terbentuknya Perda Nom or 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan 

Sampah belum pemah ada yang teJjaring pelanggaran terkait isi pasal 15 huruf 

(e) yang berbunyi "Setiap orang dilarang membuang sampah di tempat yang 

terbuka seperti Danau Sentani, sungailkali, di tepi jalan tidak pada TPS atau 

tempat penampungan sampah, dan tempat lain yang bukan tempat 

pembuangan sampah baik dalam jumlah sedikit mapun banyak". Untuk 

ketentuan pidananya pada pasal 34 Perda Nomor 3 tahun 2012 berbunyi: pada 

ayat (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku apabila 

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya 

lingkungan dan/atau menimbulkan wabah penyakit dipidana kurungan paling 

lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima 

puluh jut a rupiah). 
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Menyangkut pasa1 15 dan pasa1 34 yaitu sanksi yang dikenakan kepada 

pe1anggar Perda, maka melalui wawancara peneliti dengan salah seorang 

warga masyarakat di Kelurahan Hinekombe Bpk. Yani Singkay menanggapi 

" ... pemberlakuan dan penerapan Perda harus betul-betul dilaksanakan, tidak 

memandang bulu, sebab kalau tidak leota ini tidak akan maju-maju, dalam 

konteks ini di bidang kebersihan dan keindahan lingkungan ". 

Bila kita melihat kondisi dan permasalahan di lapangan, masih banyak 

sampah yang tidak terangkut ke TP A, yang disebabkan oleh adanya 

pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya seperti ke tanggul sungai 

maupun pekarangan/lahan kosong, menunjukan masih lemahnya penegakan 

hukum kepada para pelanggar Peraturan Daerah. Oleh karena itu, harapan dan 

himbauan kepada pemerintah untuk dapat bersikap tegas dan konsisten 

terhadap pelaku pelanggaran Perda tersebut. Pemerintah hendaknya dapat 

memberikan reward atau penghargaan kepada orang yang dapat mengolah dan 

meminimasi sampah rumah tangganya, dan sebaliknya memberikan sanksi 

kepada pelanggar peraturan yang berlaku. 

Namun, sebelum Perda diberlakukan alangkah baiknya Pemerintah 

Daerah memberikan penyuluhan atau sosialisasi terlebih dahulu tentang Perda 

kebersihan atau pengelolaan sampah kepada masyarakat. Dari hasil wawancara 

dengan masyarakat, umumnya mereka tidak mengetahui adanya Perda bahkan 

belum atau tidak pernah mendapatkan penyuluhan/sosialisasi terkait Perda 

Nomor 3 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura. 

d. Aspek pembiayaan 

Selain hal yang diuraikan di atas, yang dapat mempengaruhi hasil 

kinerja adalah aspek pembiayaan. Pengelolaan persampahan membutuhkan 
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dana yang cukup tinggi. Dari hasil wawancara dengan petugas kebersihan 

pengangkutan sampah, tidak maksimalnya pola pengangkutan sampah dengan 

dump truck maupun arm roll truck adalah karena masih minimnya pembiayaan 

yang disediakan untuk operasional kendaraan tersebut seperti BBM dan biaya 

pemeliharaan/perawatan armada, sehingga tidak dapat meningkatkan 

jangkauan pelayanan dengan menambah ritasi. 

Pembiayaan untuk pengelolaan sampah disini dibatasi pada biaya yang 

dikeluarkan atau digunakan dalam operasional dan pemeliharaan persampahan 

yang dikelola Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 

Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura. Biaya Operasional dan 

Pemeliharaan terdiri atas gaji pekerja, pemeliharaan alat angkut (truck, 

container), pengadaan/pembelian alat-alat kebersihan (sapu lidi, keranjang 

sampah, garok dll). Biaya lainnya seperti pembangunan TPS, TPA dan biaya 

pengadaan fasilitas penunjang, seperti pengadaan kendaraan (Dump Truck dll), 

container, gerobag/becak sampah masuk pada belanja modal/pembangunan. 

Adapun besamya plafon dana pada DKPP Kabupaten Jayapura di 

tahun 2014 dan 2015, serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk tahun 2016 

yang akan datang diperlihatkan pada tabel 4.17 dan 4.18 di bawah ini. 

Tabel4.17 
Plafon Dana DKPP Kabupaten Jayapura Tahun 2014 dan 2015 

No Tahun Bidang Jumlah Plafon Dana 
Sekretariat 2.294.805.000,-

1 2014 
Kebersihan 4.131.800.000,-

8.003.885.000,-
Pertamanan 1.530.570.000,-
Permakaman 46.710.000,-
Sekretariat 1.313.245.000,-
Kebersihan 4.413.980.000,-

2 2015 Pertamanan 1.536.626.000,- 7.377.460.000,-

Permakaman 113.609.000,-

Sumber: DPA DKPP KabupatenJayapura 
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Tabel4.18 
RKA DKPP Kabupaten Jayapura Tahun 2016 

No Tabun Bidang Jumlab Plafon Dana 
Sekretariat I. 704.383.000,-

Kebersihan 4.204.690.000,-
I 20I6 7.427.460.000,-

Pertamanan I.404. 778.000,-

Permakaman Il3.609.000,-

Sumber: RKA DKPP KabupatenJayapura 

Melihat kondisi alokasi dana sebagaimana diperlihatkan pada tabel 

4.I9 dan 4.20 di atas, melalui wawancara peneliti dengan Kepala Bidang 

Kebersihan terkait pembiayaan atau anggaran yang ada di Bidang Kebersihan, 

dikatakan bahwa anggaran sangat terbatas. Selanjutnya peneliti bertanya 

mengapa belum diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 

Tahun 20I2 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, berikut 

ini petikan wawancara dengan Bpk. Arpagus Siregar, ST selaku Kepala 

Bidang Kebersihan pada DKPP Kabupaten Jayapura mengatakan: 

" ... terbatasnya dana atau anggaran yang dikelola oleh Bidang 
Kebersihan membuat pelayanan pengelolaan sampah tidak bisa 
maksimal. Di tahun ini saja dana yang ada sebagian besar 
diperuntukkan untuk membayar upah tenaga kontrak sejumlah 90 
orang di Bidang Kebersihan, dan di tahun 20I6 yang akan datang 
masih perlu lagi penambahan tenaga kontrak, sementara alokasi 
dana ke bidang ini tidak bertambah seperti terlihat pada RKA 
DKPP tahun 20 I6. Diluar itu masih perlu pembiayaan dalam 
kegiatan operasional seperti BBM, oli dan pemeliharaan sarana 
armada termasuk penggantian onderdilnya. Terkait retribusi bahwa 
sampai dengan saat ini DKPP masih menunggu instruksi dari 
pimpinan atau Kepala Daerah kapan Perda Retribusi Pelayanan 
Persampahan!Kebersihan ini diberlakukan". (wawancara pada 7 
Agustus 20 I5) 

Terbatasnya anggaran pengelolaan sampah perlu dicarikan solusinya. 

Di Sentani Kabupaten Jayapura sampai dengan saat ini pemberlakukan 

retribusi kebersihan/persampahan belum diterapkan kepada warga masyarakat, 
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pembiayaan masih disubsidi dari dana APBD yang digunakan dalam 

pengelolaan sampah seperti untuk membayar upah pekerja, biaya operasional 

serta pemeliharaan sarana prasarana dan lainnya. 

e. Aspek peran serta masyarakat 

1) Persepsi Masyarakat 

Pengelolaan sampah seharusnya lebih bersifat buttom-up sehingga 

perlu ditanamkan nilai-nilai atau pemahaman yang berkenaan dengan 

pengelolaan sampah pada masyarakat baik berupa dampaknya terhadap 

kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dari sini diharapkan muncul suatu 

gerakan didalam dirinya untuk menyingkirkan atau memusnahkan sampah 

dengan cara-cara yang benar. Namun dalam persepsi masyarakat bahwa 

dengan terbentuknya Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman 

(DKPP), maka tugas pengelolaan sampah adalah semata-mata menjadi 

tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam hal ini DKPP. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan kepada masyarakat di 

lapangan bahwa pemahaman sebagian masyarakat tentang sampah 

sebenamya cukup baik, hal ini terlihat dari jawaban pada wawancara yang 

dilakukan peneliti kepada salah seorang warga masyarakat Kelurahan 

Dobonsolo, Bpk. John Banamtuan yang mengatakan: " ... bahwa dampak 

yang ditimbulkan o/eh sampah adalah pencemaran udara (bau), 

pencemaran air, merupakan tempat berkembang biaknya bibit penyakit, 

sampah mengganggu pemandanganlkeindahan dan dapat mencemari 

tanah ", (wawancara pada 23 November 20 15). 

Dalam pengelolaan sampah harus terdapat suatu kerjasama antara 

masyarakat dengan pemerintah. Agar kerjasama tersebut dapat berjalan 
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dengan baik perlu ditingkatkan pemahaman kepada masyarakat seperti 

pembinaan dan sosialisasi tentang tanggung jawab pengelolaan sampah 

sehingga tujuan pengeloaan sampah dapat tercapai dengan baik. 

2) Tingkat Partisipasi Masyarakat 

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang 

telah dilakukan dapat dikelompokkan pada 2 kategori, yakni: 

a) Penyediaan tempat sampah pada setiap rumah tangga (pewadahan). 

Dari hasil pengamatan bahwa sebagian besar warga atau rumah tangga 

menyediakan tempat-tempat sampah dirumah mereka berupa kantong 

plastik, karton kardus, ember/drum bekas atau kaleng bekas cat, dan 

sebagian kecilnya warga menyediakan wadah yang mereka beli di 

toko. Rata-rata tempat sampah yang mereka miliki hanya satu, artinya 

bahwa belum ada pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. 

b) Kesediaan membayar iuran/retribusi pelayanan sampah. Untuk saat ini 

belum ada regulasi/peraturan yang diberlakukan kepada warga yang 

mengatur besaran retribusi pelayanan sampah namun dalam 

pengamatan dan hasil wawancara bahwa sebagian besar masyarakat 

memiliki kemauan untuk membayar retribusi asalkan mereka 

mendapatkan pelayanan sampah dengan baik. Dari variasi besaran 

kesanggupan membayar retribusi tersebut tersirat bahwa biaya retribusi 

harus bertingkat sesuai dengan status sosial ekonomi dan volume 

sampah yang dihasilkan. Dengan demikian biaya operasional 

pengelolaan sampah dapat dipenuhi dari biaya retribusi yang berasal 

dari masyarakat. 

Berbicara tentang kesediaan warga masyarakat Sentani dalam perannya 

untuk membayar retribusi kebersihan atau pelayanan sampah, menurut 
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Bpk. Bernard Harianja selaku sekretaris RT 02 RW 8 mengatakan 

"menurut hemal saya bahwa warga tidak keberatan yang penting 

mereka mendapat pe/ayanan tentang kebersihan dengan baik dari 

Pemdd', (wawancara pada 7 Oktoher 2015). 

Terkait dengan peran serta masyarakat yang helum sadar akan 

perannya, hila diperhatikan hahwa sampah yang terangkut ke TPA 

jumlahnya masih sedikit atau tidak seluruhnya hila dihandingkan dengan 

produksi timhulan sampah yang ada. Hal ini memhuktikan hahwa masih 

hanyak sampah yang dihuang ke sungai/k:ali maupun lahan kosong, 

padahal sudah tersedia TPS. Selain itu pengamatan dilapangan, masih 

banyak masyarakat yang membuang sampah tidak ke dalam kontainer tapi 

justru di luar kontainer, sehingga menjadi beban petugas kebersihan pada 

saat proses pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

Hal ini biasanya teijadi dengan faktor penyebabnya adalah masih 

rendahnya kesadaran masyarakat, yang menunjukan masyarakat belum 

sepenuhnya mendukung kegiatan pengelolaan sampah. 

Dari pengamatan peneliti terkait peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan sampah ini, untuk sebagian masyarakat telah tahu atau paham 

namun tidak melakukannya, dan sebagian warga memang sama sekali 

belum mengerti tentang bahaya sampah bila dibuang sembarangan. Itulah 

sebabnya peran pemerintah dalam hal ini DKPP sangat dibutuhkan untuk 

memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam pengelolaan sampah 

tersebut. Peran pemerintah yang diharapkan seperti pemberian edukasi 

misalnya peyuluhan dan sosia1isasi tentang penge1olaan sampah yang 

benar dan berwawasan lingkungan. 
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Hasil wawancara dengan beberapa orang warga masyarakat 

Sentani, menyatakan bahwa sejak terbentuknya Dinas Kebersihan, 

Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura, temyata 

mereka be1um pemah mendapatkan penyu1uhan atau sosialisasi tentang 

kebersihan maupun pengelolaan sampah dari instansi ini. Sehingga hal ini 

menjadi catatan dan perhatian serius bagi pemerintah daerah kedepannya. 

Perihal masyarakat yang gemar membuang sampah ke sungai, 

1ahan kosong, parit dan 1ainnya, berdasarkan survei dan wawancara dengan 

sa1ah seorang warga masyarakat di BTN Po1onia Kampung Sereh Bapak 

Marthinus Kaswai, mengatakan bahwa: 

" ... a1asan masyarakat melakukan hal terse but adalah karena 
praktis tidak memer1ukan banyak waktu, sementara sarana 
pe1ayanan pewadahan sampah oleh pemerintah untuk 
pemukiman warga be1um disediakan, atau kalaupun ada sarana 
tempat pembuangan sampah (TPS) tersebut jauh dari 
pemukiman warga". (wawancara pada 22 November 2015) 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Hence Lasut dan dia 

menambahkan bahwa "sebenarnya sebagian besar masyarakat tahu 

bahaya apa yang ditimbulkan oleh sampah apabila dibuang ke kalilsungai 

maupun selokan, jelas apabila hujan leba! turun akan menimbulkan banjir 

yang dapat merugikan kita semua", (wawancara pada 22 November 2015). 

Itulah sebabnya masyarakat kita ini perlu diberi edukasi seperti sosialisasi 

tentang pengelolaan s~mpah rumah tangga serta untuk tidak membuang 

sampah secara sembarangan. 
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3. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Sentani 

a. Komunikasi 

1) Implementasi aspek komunikasi 

Komunikasi merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah 

lembaga atau instansi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. 

Interaksi dan komunikasi yang baik dapat membawa pelanggan atau relasi 

tetap berada dalam lingkaran kerjasama yang telah dibentuk. Untuk 

pemahaman teknik berkomunikasi serta etika komunikasi menjadi hal yang 

wajib di miliki agar pelayanan yang efektif dan efisien dapat terwujud. 

Dalam implementasi kebijakan model George C. Edward Ill, 

menyatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi kebijakan 

adalah komunikasi. Implementasi yang akan terjadi apabila para pembuat 

keputusan (decision maker) sudah mengetahui apa yang akan mereka 

kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan barn dapat 

berjalan manakala komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap 

keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan 

(atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, 

kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten 

untuk menghindari diskresi pada para implementor yang menerjemahkan 

kebijakan umum menjadi tindakan yang lebih spesifik. 

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota 

Sentani, bahwa Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) 

Kabupaten Jayapura sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang 

menjadi pelaksana di lapangan, membangun dan melakukan komunikasi 

dengan jajaran instansi terkait, seperti Badan Lingkungan Hidup Daerah 

(BLHD), Dinas Kesehatan, maupun ke Distrik, Kelurahan!Kampung dan 
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lainnya, demikian dikatakan Kepala DKPP Kabupaten Jayapura Bpk. 

Sakarudin, S.Pd, MM. Komunikasi serupa juga dilakukan kepada para 

stakeholder, seperti swasta, akademisi, LSM dan tentunya warga 

masyarakat itu sendiri. 

Namun yang lebih penting lagi lanjut Kepala Dinas, bahwa semua 

pegawai di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) 

Kabupaten Jayapura ini senantiasa mengintensifkan komunikasi internal, 

antara atasan-bawahan dan sebaliknya, antara sesama lini dan staf, bahkan 

lebih dari itu bahwa dinas ini senantiasa mengkomunikasikan dengan 

meminta saran petunjuk dari pimpinan daerah, untuk bagaimana 

membangun Kabupaten Jayapura secara khusus Kota Sentani sesuai visi 

misi Bupati Jayapura menuju Jayapura Baru. 

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di lapangan, 

semua personil baik petugas pengangkut sampah seperti sopir truk dan 

kernetnya, maupun petugas lainnya seperti penyapu jalan, penjaga TPA 

dan pengawas lapangan dapat membangun komunikasi yang baik untuk 

lebih rapi dan tertibnya proses implementasi pengelolaan sampah sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Kadangkala dalam organisasi sebagai hasil adanya masalah­

masalah komunikasi, hubungan pribadi, atau struktur organisasi 

menimbulkan adanya konflik. Untuk menghindari konflik dalam sebuah 

organisasi perlu adanya transparansi atau keterbukaan, demikian pesan 

Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan permakaman (DKPP) 

Kabupaten Jayapura kepada para bawahannya. 

Melalui wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kebersihan, 

Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura Bpk. 
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Sakarudin, S.Pd, MM., yang memberikan pesan dan himbauan kepada 

seluruh PNS maupun tenaga kontrak yang ada di DKPP Kabupaten 

Jayapura, dengan mengatakan: 

" ... kepada semua pegawai atau petugas di Dinas Kebersihan, 
Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupatenn Jayapura 
khususnya Bidang Kebersihan agar melaksanakan tugasnya 
dengan baik dan maksimal di lapangan, senantiasa jalin 
hubungan atau komunikasi yang baik dengan semua unsur 
stakeholder termasuk kepada masyarakat, berikan pelayanan 
yang terbaik mengajak masyarakat kita untuk sadar 
lingkungan, menjaga kebersihan dengan membuang sampah 
pada tempat-tempat yang sudah disediakan". Disadari bahwa 
untuk keberhasilan implementasi pengelolaan sampah yang 
terpadu, berwawasan lingkungan tidak dapat hanya 
dilaksanakan sendiri oleh DKPP, perlu dukungan semua pihak 
agar apa yang kita cita-citakan yaitu Kota Sentani yang bersih, 
asri, rindang, indah, aman, dan nyaman dapat terwujud. 
(wawancara pada 6 Oktober 2015). 

2) Permasalahan yang dihadapi dalam aspek komunikasi 

Ada kalanya dalam proses implementasi pengelolaan sampah, baik 

antar daerah, di kantor maupun di lapangan terjadi ketidaksepahaman 

antara satu unsur dan lainnya dan mengarah kepada konflik, misalnya 

seperti yang terjadi baru-bari ini antara DPRD Bekasi, pihak swasta 

pengelolala sampah dan Pemda DKI Jakarta. Ketiga lembaga ini saling 

tuding-menuding bahwa pelanggaran atau kesalahan bukan berada di pihak 

mereka, siapa yang benar kita tidak tahu yang jelas masyarakatlah yang 

menjadi korban. Kejadian seperti ini juga tidak mustahil bisa terjadi di 

daerah lainnya, termasuk Kabupaten Jayapura. 

Untuk mengantisipasi hal seperti di atas perlu dengan menjalin 

komunikasi yang baik, karena apabila salah satu unsur tidak menjalankan 

fungsinya maka tentu saja unsur yang lain akan terganggu dalam 

melaksanakan tugasnya, dan dampaknya sangat besar kepada masyarakat, 
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seperti sampah yang tidak terangkut ke TPA yang akan memunculkan 

persoalan baru yaitu bau busuk menyengat maupun penyakit lain yang 

ditimbulkan sampah. 

Jika Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) 

Kabupaten Jayapura telah berupaya memberikan pelayanan yang baik 

melalui komunikasi dan informasi tentang pengeloaan sampah kepada para 

stakeholder termasuk masyarakat, ternyata agak berbeda ketika peneliti 

melakukan wawancara dengan warga masyarakat yang ada di lapangan 

atau pemukiman warga. Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa 

warga masyarakat antara lain Bpk. Marthinus Kaswai yang bertempat 

tinggal di BTN Polonia Sereh, mengatakan: 

" ... di tern pat pemukiman dimana saya tinggal sekarang, kami 
belum pernah mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah 
seperti misalnya sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah maupun 
penyuluhan tentang bagaimana pengelolaan sampah rumah 
tangga. Selain itu untuk saat ini petugas pengumpul atau 
pengangkut sampah dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 
Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura belum masuk, 
sehingga warga sendirilah yang membuang sampah rumah 
tangganya, ada yang membuang ke kali/sungai karena praktis 
tidak memerlukan banyak tenaga dan waktu, sementara sarana 
wadah sampah seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 
belum tersedia dan kalaupun ada cukup jauh dari pemukiman 
warga". (wawancara pada 22 November 2015). 

Terkait komunikasi dan informasi yang diterima warga masyarakat 

Kota Sentani dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman 

(DKPP) sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah, peneliti 

juga bertanya kepada warga masyarakat lainnya, apakah pernah mendapat 

pendidikan dan pelatihan misalnya berupa sosialisasi!penyuluhan tentang 

proses pengelolaan sampah rumah tangga di pemukiman warga, berikut 

petikan hasil wawancara dengan Bpk. Hence Lasut, salah seorang warga 

masyarakat pada Kelurahan Sentani Kota mengatakan: 
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" ... sejak bertempat tinggal disini saya bel urn pemah mendapat 
penyuluhan atau sosialisasi dari DKPP tentang bagaimana 
proses pengelolaan sampah rumah tangga di pemukiman warga, 
padahal ini sebenamya sangat penting seka1i, selain adanya 
sampah yang dapat kita jua1 ke pemulung, kita juga bisa paham 
atau mengerti bagaimana cara mengelola sampah untuk tidak 
membuang sampah secara sembarangan seperti ke kali/sungai, 
dimana apabila hujan turun dan sungai tersumbat sampah, maka 
akan menimbulkan bahaya banjir yang tentu merugikan kita 
semua". (wawancara pada 23 November 2015). 

Peneliti juga bertanya kepada warga masyarakat yang ada di 

Kelurahan Dobonsolo, jikalau Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 

Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura pemah tidak memberikan 

sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di 

Sentani Kabupaten Jayapura. Berikut petikan wawancara dengan salah 

seorang warga yaitu Bpk. Johnatan Banamtuan yang bertempat tinggal di 

BTN Purwodadi Kelurahan Dobonsolo mengatakan: 

"... untuk sosialisasi Perda Nom or 3 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Sampah di Sentani Kabupaten Jayapura belum 
pemah dilakukan di tempat pemukiman kami disini. Saya 
pemah mendengar bahwa perdanya sudah ada, namun bentuk 
dan isinya saya belum tahu. Tentang pengangkutan sampah dari 
petugas Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman 
(DKPP) Kabupaten Jayapura ke tempat kami tinggal disini 
sudah masuk, dalam seminggu dijadwalkan tiga kali. Sehingga 
pada jam dan jadwal hari yang sudah ditentukan masing-masing 
warga mengantar atau menyetorkan sampah rumah tangganya 
ke truk angkut sampah yang datang". (wawancara pada 23 
November 2015) 

Minimnya pengetahuan dan informasi yang diterima warga 

masyarakat Kota Sentani tentang penge1olaan sampah ada1ah suatu 

masa1ah yang dapat disimpu1kan terjadi karena belum adanya edukasi 

seperti sosialisasi atau penyuluhan kepada warga masyarakat. Hal ini 

disadari dan dibenarkan oleh Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas 
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Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura, 

Bpk. Arpagus Siregar, ST yang mengatakan: 

" ... bahwa selain dinas ini baru terbentuk di tahun 2014 yang 
lalu, dimana kami perlu pembenahan ke dalam terlebih dahulu, 
hal ini juga disebabkan oleh terbatasnya dana yang dialokasikan 
secara khusus ke Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan, 
Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura 
sehingga belum tertera di dalam program dan kegiatan pada 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DKPP Kabupaten 
Jayapura. Namun untuk kedepannya hal ini sudah kami 
rencanakan, mudah-mudahan dapat segera terealisasi". 
(wawancara pada 24 November 2015) 

3) Upaya yang dilakukao uotuk mengatasi masalah dalam komunikasi 

Dengan adanya unsur lembaga yang terlibat serta berperan dalam 

sistem pengelolaan sampah, seperti swasta, akademisi, LSM, dan 

masyarakat itu sendiri, maka dituntut adanya komunikasi dan kerjasama 

yang baik dalam memberikan peranannya masing-masing untuk adanya 

solusi yang relevan dalam proses implementasi pengelolaan sampah. 

Hubungan dan komunikasi antar stakeholder diperlukan agar para pembuat 

keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan 

setiap kebijakan yang akan diterapkan demi kepentingan seluruh warga 

masyarakat. 

Pada zaman modern sekarang ini, lewat perkembangan teknologi 

informasi yang memberikan dampak luar biasa dalam dunia komunikasi, 

dapat memudahkan kita untuk menjalin komunikasi dengan semua orang 

di mana saja. Namun jangan lupa, dengan maju pesatnya teknologi 

informasi diperlukannya pemahaman tentang etika berkomunikasi. 

Kesalahpahaman dapat dihindari apabila semua pihak dapat mengetahui 

batasan dalam komunikasi dan memahami etika dan saling menghargai 

satu dengan yang lain. 
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Dengan menganalisis kondisi diatas, maka beberapa upaya yang 

perlu dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi yaitu agar 

pemerintah daerah dalam hal ini DKPP Kabupaten Jayapura untuk segera 

dapat memberikan edukasi atau diklat berupa sosialisasi/penyuluhan 

tentang perda maupun pengelolaan sampah khususnya kepada warga yang 

ada di Kota Sentani. Hal ini diamini dan direspon oleh Bpk. Yani Singkay 

yang bertempat tinggal di Jalan Makendang Kelurahan Hinekombe, 

bahkan membagikan pengalamannya dengan mengatakan: 

"... pengalaman di daerah kami Minahasa Sulawesi Utara, 
bahwa Perda yang biasanya diikuti dengan Perbup-nya harus 
disosialisasikan dulu baru diterapkan atau diberlakukan kepada 
warga masyarakat. Disana diatur tentang teknik pengelolaan 
sampahnya, selain itu ada juga sanksi seperti denda dan 
kurungan badan bagi pelanggar Perda tersebut". (wawancara 
pada 23 November 20 15) 

b. Somber Daya 

1) lmplementasi aspek somber daya 

Dalam proses implementasi pengelolaan sampah tidak terlepas dari 

apa yang disebut oleh Geroge C. Edward Ill, yaitu sumber daya baik 

sumber daya manusia maupun non manusia. Sumber daya merupakan hal 

penting dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator-

indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya dapat 

beJjalan dengan baik dan rapi, seperti adanya staf dan fasilitas yang 

dimiliki. 

Sumber daya adalah merupakan salah satu faktor penentu dalam 

proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan 

sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber daya manusia sangat 

penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal 
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diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak 

menghambat proses kebijakan. Waktu merupakan bagian yang penting 

dalam pe1aksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung 

keberhasi1an kebijakan. 

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura khususnya pada 

instansi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) 

Kabupaten Jayapura memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak. Untuk PNS keseluruhan 

dari Kepala Dinas sampai dengan staf berjumlah 31 orang dimana 9 

(Sembilan) orang berada pada Bidang Kebersihan. Tenaga kontrak 

keseluruhan pada DKPP berjum1ah 115 orang, 90 orang diantaranya 

berada atau ditempatkan di Bidang Kebersihan seperti diperlihatkan pada 

tabe1 4.19 di bawah ini: 

Tabel4.19 
Daftar Nama Tenaga Kontrak Pada Bidang Kebersihan Tahun 2015 

NO NAMA STATUS NO NAMA STATUS 
I Pawallu S opi r 46 Yonice Monim Peyapu Jalan 

2 Adi B. Sop i r 47 Hengky Suebu Peyapu Jalan 

3 Piet Welkis Sop i r 48 Broeli Pulalo Peyapu Jalan 

4 James N. G. Sop i r 49 Martha Yoku Peyapu Jalan 

5 N. Jeharun Sop i r 50 Otonia Yikwa Peyapu Jalan 

6 Rustam Efendy Sop i r 51 Lilies Yoku Peyapu Jalan 

7 John Siki Sop i r 52 Robina Tabuni Peyapu Jalan 

8 Meha Sop i r 53 Falentina Yoku Peyapu Jalan 

9 Lukman Sop i r 54 Atas Yikwa Peyapu Jalan 

10 Ahmad Yusuf Sop i r 55 Santi Peyapu Jalan 

11 Naharudin Sop i r 56 Kunis Yikwa Peyapu Jalan 

12 Rian Pengkt Sampah 57 Ketty Bonggoibo Peyapu Jalan 

13 Natan Pengkt Sampah 58 Yemi Ferre Peyapu Jalan 

14 Sadrak Pengkt Sampah 59 Adil Huby Peyapu Jalan 

15 Jahir K. Elopere Pengkt Sampah 60 Dorlina Felle Peyapu Jalan 

16 Yakobus Pengkt Sampah 61 Jalina Tabuni Peyapu Jalan 

17 Ayub Pengkt Sampah 62 Yubelina A. Peyapu Jalan 

18 Yelkius Elopere Pengkt Sampah 63 Ana Adadikan Peyapu Jalan 

19 Xaverius Rino Pengkt Sampah 64 AmidaA. Peyapu Jalan 

20 Harris Bandaso Pengkt Sampah 65 Ema Demean Peyapu Jalan 

21 Yan Sanady Pengkt Sampah 66 Fince Yikwa Peyapu Jalan 

22 Ilion Pangkatana Pengkt Sampah 67 AmasKogoya Peyapu Jalan 
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23 Silas Pangkatana Pengkt Sampah 68 Obeth Okoka Peyapu Jalan 
24 Ruben Samperu Pengkt Sampah 69 Yatmi K. Peyapu Jalan 
25 Nataniel Pengkt Sampah 70 Elisabet Yoku Peyapu Jalan 
26 Ferri Kalaka Pengkt Sampah 71 Marina Tabuni Peyapu Jalan 
27 Nxson Taplo Pengkt Sampah 72 Yulee Dimara Peyapu Jalan 
28 Alon Tepmul Pengkt Sampah 73 Jeen Marweri Peyapu Jalan 
29 John Taplo Pengkt Sampah 74 Marice Monim Peyapu Jalan 
30 Leo Elosak Pengkt Sampah 75 Steven Wally Peyapu Jalan 
31 Kostantinus B. Pengkt Sampah 76 Tresia lbo Peyapu Jalan 
32 Florensius Wea Pengkt Sampah 77 Henny M. Peyapu Jalan 

33 Karolus Anggal Pengkt Sampah 78 Bilha Wally Peyapu Jalan 

34 Frans Pengkt Sampah 79 Dorkas Wali Peyapu Jalan 

35 Marthen Rejau Pengkt Sampah 80 Fein Pallo Peyapu Jalan 

36 Roberthus Obeth Pengkt Sampah 81 Hagar R. Peyapu Jalan 

37 Arpan Pengkt Sampah 82 Yustina 0. Peyapu Jalan 

38 Farlan Pitola Pengkt Sampah 83 Grogorius Y. Peyapu Jalan 

39 Ferdinan P. Penjaga TPA 84 Yance K. Peyapu Jalan 

40 Tajuddin Tahir Penjaga TPA 85 Angelina W. Peyapu Jalan 

41 OrpaAwom Peyapu Jalan 86 Yosina S. Peyapu Jalan 

42 Lisa M. Yappo Peyapu Jalan 87 Trinus Tabuni Peyapu Jalan 

43 Persila Udam Peyapu Jalan 88 Nius Yikwa Peyapu Jalan 

44 Lussy Mokay Peyapu Jalan 89 Nikanor lbo Peyapu Jalan 

45 Ella E. Eluay Peyapu Jalan 90 Yenny Kere Peyapu Jalan 

Sumber: DKP P Kabupaten Jayapura, 2015 

Selain sumber daya manusta, dalam proses implementasi 

pengelolaan sampah di Kota Sentani pada Dinas Kebersihan, Pertamanan 

dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura, dilengkapi juga dengan 

sarana pendukung. Armada pengangkutan sampah sebanyak 5 unit dump 

truck dengan kapasitas isi 8 m3
, armroll truck sebanyak 6 unit dengan 

kapasitas isi kontainer 8 m\ Container sebanyak 24 buah (data diperoleh 

dari DKPP Kabupaten Jayapura). Kondisi peralatan yang ada saat ini 

sebagian dalam keadaan kurang baik atau perlu adanya penanganan atau 

perawatan khusus agar dapat dioperasikan kern bali. 

Sarana armada pengangkut sampah yang setiap hari beroperasi 

mengumpulkan sampah dari sumber timbulan sampah atau TPS yaitu 

dump truck, sedangkan armroll truck biasanya digunakan untuk 
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mengangkut timbulan sampah dari TPS berupa kontainer sampah menuju 

ke tempat pembuangan akhir (TPA) sementara di TPA Waibu. 

Tabel4.20 
Sarana Angkutan DKPP Kabupaten Jayapura Tahun 2015 

No Jenis sarana 
Jumlah Kapasitas Jumlah Sampah 

Unit Angkut (m3
) Terangkut (m3

) 

1 Dump truk 5 8 40 

2 Arm roll 6 8 48 

3 Container 24 2 buah truk rusak ringan dan 

1 0 buah kontainer rusak berat 

Sumber: DKPP Kabupaten Jayaura 

Unsur materi untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pengelolaan 

sampah juga sangat penting untuk menjadi perhatian. Pembiayaan 

merupakan hal yang sangat berperan dalam pengelolaan sampah, secara 

khusus untuk mengelola limbah padat/sampah yang membutuhkan 

anggaran untuk pembiayaan operasional dan pemeliharaan, serta anggaran 

akan bertambah lagi apabila cakupan pelayanan dirasa perlu perluasan. 

Adapun besamya anggaran atau dana yang dikelola oleh Bidang 

Kebersihan pada tahun 2015 ini untuk membiayai operasional pengelolaan 

sampah termasuk membayar upah 90 orang tenaga kontrak adalah Rp. 

4.413.980.000,- yang hanya sedikit ada penambahan dari tahun 2014 yakni 

sebesar Rp. 4.131.800.000,-. 

2) Permasalahan yang dihadapi dalam aspek somber daya 

Keberhasilan sebuah organisasi tidak terlepas dari tersedianya 

sumber daya yang dimi1iki. Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala 

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten 

Jayapura, Bapak Sakarudin, S.Pd, MM., bahwa sumber daya manusia 
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khususnya tenaga kontrak yang ada sekarang ini belum mencukupi jika 

dibanding dengan kapasitas atau volume kerja di lapangan, berikut petikan 

hasil wawancara: 

" ... khusus tenaga kontrak yang ada saat ini sebenamya masih 
kurang, apalagi rencana tahun depan pelayanan akan diperluas 
lagi ke beberapa kampung selain Distrik Sentani juga ke 
Distrik Sentani Timur, Sentani Barat, dan Waibu. 
Diprogramkan untuk tahun 2016 disamping tenaga kontrak 
yang sudah ada, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 
Permakaman (DKPP) juga akan merekrut lagi tenaga kontrak 
sebanyak 140 orang yang nantinya disebar atau difungsikan ke 
setiap bidang, namun tentunya bidang kebersihanlah yang 
membutuhkan tenaga lebih banyak". (wawancara pada 6 
Oktober 20 15) 

Analisis tenaga kontrak kebutuhan Dinas Kebersihan, Pertamanan 

dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura untuk tahun 2016 dapat di 

lihat pada tabel 4.21 di bawah ini: 

Tabel4.21 
Anal isis Kebutuhan Tenaga Kerja Kontrak Tahun 2016 

N 
Kondisi Tenaga Kerja Kontrak Sekarang 

Tenaga Pnypu Penjga Pengei Pengei Jih 
0 Sopir Kemet 

angkut jaian TPA taman Pnnkmn 
1 II 11 16 50 2 25 - 115 

Kebutuhan Tena~a Kerja Kontrak Tahun 2016 

Sopir Kemet 
Tenaga Pnypu Penjga Pengei Pengei Jlh 
angkut jaian TPA taman Pnnkmn 

2 15 15 30 I25 5 50 15 255 

Sumber: DKP P Kabupaten Jayapura, 2015 

Untuk sarana alat angkut sampah saat ini juga belum memadai, 

dengan jangkauan pelayanan yang semakin Juas maka perlu penambahan 

truk sampah dan kontainer, apalagi kondisi dua buah truk yang sudah tua 

42351.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



127 

dan 10 (sepuluh) buah kontainer dalam kondisi rusak berat, demikian 

penjelasan Kepala Bidang Kebersihan, Bpk. Arpagus Siregar, ST. 

Jika dilakukan perhitungan total sampah terangkut dari timbulan 

sampah setiap harinya dengan melihat kapasitas sarana angkut sebesar 176 

m3/hari = (11 truk x 8 m3 x 2 rit/hari). Jadi jelaslah bahwa jumlah sarana 

atau armada angkut sampah masih belum cukup, mengingat timbulan 

sampah yang dihasilkan oleh warga atau masyarakat Kota Sentani baik di 

perkotaan maupun di permukiman perhitungan rata-rata sebesar 261,30 

Dengan pola pengangkutan sistim komunal langsung maupun tidak 

langsung dan frekwensi pengangkutan 2 kali dalam satu hari maka 

kebutuhan tenaga ketja dan alat angkut sampah yang dibutuhkan untuk 

saat ini dapat di gambarkan sebagaimana terlihat pada tabel 4.22 berikut: 

Tabel4.22 
Uraian Perhitungan Kebutuhan Tenaga dan Alat Angkut Sampah 

No Uraian Data Jumlah Satuan 

1 Jumlah sampah terangkut 100 Persen 

2 Total timbulan sampah (104.516x2,5 ltr) 261,30 m3/hr 

3 Waktu operasional pengangkutan: 

Waktu yang dibutuhkan muat 1 rit 60 Men it 
Waktu tempuh ke lokasi TPA 10 Km 

W aktu bongkar 10 Men it 

W aktu istirahat 15 Men it 

4 Waktu yang dibutuhkan sekali angkut 10 Men it 
( asumsi jarak terjauh ke TP A) 

5 Jam kerja 4.00-7.00 180 Men it 

6 Dalam 3 jam kerja dapat mengangkut 2 Rit 
7 Kebutuhan Truck 16 Unit 

(volume sampah dalam 1 hari)/Gumlah 
rit x kapasitas truck) 

8 Kebutuhan Tenaga I Truck 4 Orang 
(Sopir, kemet dan tenaga muat) 

9 Kebutuhan tenaga angkut sampah 64 Orang 
keseluruhan 

Sumber: Hasil Ana/isis Penelitian, 2015 

42351.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



128 

Selain SDM dan sarana yang belum memadai, masalah lain yang 

dihadapi oleh Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 

Permakaman (DKPP) Kebaupaten Jayapura adalah aspek pembiayaan yang 

minim. Dana atau anggaran sebesar Rp. 4.413.980.000,- yang dikelola 

Bidang Kebersihan saat ini, sebagian besar diperuntukkan membayar 

upah/gaji tenaga kontrak, selebihnya untuk biaya operasional seperti 

BBM/oli, pemeliharan dan perawatan termasuk penggantian onderdil 

sarana angkut yang ada. 

3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah sumber daya 

Dalam implementasi Kebijakan pengelolaan sampah di Kota 

Sentani saat ini, seperti yang sudah diuraikan diatas bahwasanya 

sumberdaya, baik manusia, sarana angkut dan pembiayaannya masih 

sangat kurang atau belum memadai. Untuk mengatasi persoalan ini maka 

di tahun 2016 yang akan datang DKPP Kabupaten Jayapura akan merekrut 

tenaga kontrak sebanyak 140 orang lagi. Disamping itu dinas ini juga akan 

megajukan ke pimpinan di atas da1am hal penambahan armada angkut 

sampah. 

Dalam hal pembiayaan pengelolaan sampah, di beberapa daerah 

dengan terbatasnya dana alokasi umum yang diterima, maka Pemerintah 

Daerah biasanya memberlakukan Perda tentang retribusi kebersihan atau 

pelayanan sampah. Berbicara tentang rencana penarikan retribusi 

pelayanan sampah kepada warga masyarakat di Kota Sentani, dalam 

wawancara peneliti dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura, Ibu Dra. Hana Hikoyabi, beliau 

mengatakan: 
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" ... dengan dana yang ada sekarang hendaknya dikelola dengan 
maksimal, pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan, 
Pertamanan dan Permakaman (DKPP) sedianya memberikan 
pelayanan yang baik kepada warga dahulu, sehingga masyarakat 
melihat bukti nyata bahwa mereka mendapat perhatian dari 
pemerintah, secara khusus dalam bidang kebersihan atau 
pengelolaan sampah. Kalau warga sudah melihat bukti 
pelayanan yang baik dari pemerintah maka otomatis warga tidak 
ragu-ragu lagi apabila tagihan retribusi sampah nantinya 
diberlakukan". (wawancara pada 20 Oktober 20 15) 
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Pada suatu kesempatan, hasil wawancara peneliti dengan salah 

seorang warga, apa dan bagaimanakah tanggapan warga masyarakat Kota 

Sentani apabila dalam waktu dekat ini Perda tentang retribusi 

kebersihan/pelayanan sampah segera akan diterapkan atau diberlakukan 

oleh Pemerintah Daerah. Bpk. Marthinus Kasuai sebagai warga 

masyarakat BTN Polonia, Sereh menanggapinya dengan mengatakan: 

"... saya pikir warga masyarakat atau penduduk Kota Sentani 
ini tidak akan keberatan apabila Perda tentang retribusi 
kebersihan/pelayanan sampah segera diberlakukan oleh Pemda, 
karena ini demi kepentingan umum atau masyarakat luas, 
apalagi tujuannya sangat mulia yaitu untuk kebersihan dan 
kesehatan masyarakat Kota Sentani. Tetapi alangkah baiknya 
kebijakan ini disosialisasikan terlebih dahulu, dan besaran 
retribusi ini harus memperhatikan tingkat perekonomian dari 
masyarakat, terutama warga masyarakat ekonomi lemah". 
(wawancara pada 22 November 2015) 

Terbatasnya dana untuk pembiayaan di bidang kebersihan maka 

Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah sewajamya memberlakukan Perda 

tentang retribusi pelayanan kebersihan. Menurut Ditjen Cipta Karya, 

besamya retribusi idealnya adalah 0,5-1% dari penghasilan masyarakat. 

c. Disposisi 

1) Implementasi aspek disposisi 

Disposisi atau perilaku merupakan suatu proses yang dimulai 

dengan adanya interaksi kemudian membentuk suatu persepsi tentang 
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suatu objek psikologis, sehingga komponen kognisi melukiskan objek 

tersebut dan sekaligus dikaitkan dengan objek-objek lain disekitamya. 

Dalam hal ini George C. Edwards III menekankan bahwa perilaku atau 

yang beliau sebut sebagai disposisi merupakan hal yang krusial karenajika 

implementor kebijakan memiliki disposisi yang berlawanan dengan arah 

kebijakan, maka perspektif ini juga dapat mengakibatkan ketidaksesuaian 

antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya dengan implementasi 

kebijakan di lapangan. 

Disposisi atau perilaku dari pelaksana kebijakan adalah faktor 

penting dalam pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan. Jika 

implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan 

tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus 

memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya 

tidak menjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel 

disposisi misalnya adalah pengangkatan birokrat dan insentif. 

Dalam pengangkatan birokrat pada sebuah institusi terkadang ada 

resistensi atau penolakan, namun pada DKPP Kabupaten Jayapura hal 

yang demikian tidak terjadi. Biasanya untuk mengatasi kebuntuan 

implementasi karena adanya resistensi dari pelaksana, perlu ada solusi 

seperti misalnya dengan pergantian personel (cenderung lebih sulit), 

dengan pemberian insentif, atau dengan peningkatan sumber daya manusia 

(SDM)-nya. 

2) Permasalahan yang dihadapi dalam aspek disposisi 

Organisasi yang mengutamakan kiRerja seperti di dalam sebuah 

perusahaan seringkali memberikan kenaikan gaji yang berbeda antar 
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karyawan. Karyawan yang memiliki kinerja lebih bagus akan mendapatkan 

kenaikan gaji yang lebih besar daripada karyawan yang memiliki kinerja di 

bawahnya. 

Sebagimana perihal di atas, bahwa pemberian gaji atau insentif 

yang berbeda pada pegawai yang memiliki kinerja lebih bagus akan 

mendapatkan kenaikan gaji yang lebih besar daripada karyawan yang 

memiliki kinerja di bawahnya, pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 

Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura sampai dengan saat ini 

belumlah diterapkan, sehingga adakalanya antar sesama pegawai terjadi 

kecemburuan sosial. 

3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah disposisi 

Untuk merangsang dan meningkatkan kinelja pegawai dalam hal 

implementasi pengelolaan sampah di Kota Sentani, maka pemberian gaji 

atau upah yang berbeda sangat perlu diterapkan. Pegawai yang rajin dan 

berkinerja baik selayaknya mendapat gaji yang lebih daripada pegawai 

yang malas dan berkineJja buruk. 

Pada saat ini, dengan sikap sebagian pegawai pada Dinas 

Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura 

yang mendukung terhadap kebijakan implementasi pengelolaan sampah di 

Kota Sentani, maka tuntutan yang perlu diperhatikan yaitu peningkatan 

Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 

Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura. 

Dalam hal ini sangat direspon oleh Kepala Dinas Kebersihan, 

Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura yang 

dibuktikan dengan diberangkatkannya beberapa orang pegawai DKPP 
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Kabupaten Jayapura untuk mengikuti diktat tentang pengelolaan sampah 

ke luar daerah. Terkait peningkatan SDM ini, berikut wawancara peneliti 

dengan Kepala DKPP Kabupaten Jayapura, Bpk. Sakarudin, S.Pd.,MM., 

mengatakan: 

"... untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan kinerja di 
bidangnya masing-masing, beberapa pegawai khususnya 
pegawai di Bidang Kebersihan, telah kami berangkatkan ke luar 
daerah untuk mendapat pelatihan dan pengetahuan dari daerah 
yang telah sukses dalam pengelolaan sampah, dan nantinya ilmu 
dan pengetahuan yang mereka terima dapat dipraktekkan atau di 
tularkan di Kabupaten Jayapura ini, sehingga apa yang kita 
harapkan bersama yaitu Kota Sentani yang indah, bersih, 
rindang, asri, aman dan nyall)an segera dapat terwujud". 
(wawancara pada 6 Oktober 2015) 

Sesungguhnya selain hal di atas, bahwa sikap atau perilaku yang 

benar sesungguhnya juga harus ditunjukkan oleh warga masyarakat dalam 

hal peran sertanya di dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga. Hal 

yang paling sederhana yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan 

sampah rumah tangga lalu membuangnya ke TPS yang sudah disediakan. 

Namun dalam pengamatan peneliti masih ada warga yang membuang 

sampah rumah tangga secara sembarangan, hal ini adalah cerminan yang 

kurang baik di tengah-tengah masyarakat, secara khusus di Kota Sentani 

mi. 

Memang diakui bahwa keterbatasan pelayanan pengelolaan 

sampah, termasuk belum adanya penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah menimbulkan fenomena yang berbeda di 

masyarakat dalam menyingkirkan sampah yang mereka hasilkan. Ada 

beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat Kota Sentani dalam 

menyingkirkan sampah dari lingkungan mereka: 

a) Membuang sampah di sungai!kali; 
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b) Membuang sampah dilakukan di pinggir jalan yang sepi penduduk 

(biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki lahan-lahan 

kosong di sekitar pemukiman); 

c) Membuang di lahan-lahan kosong di sekitar pemukiman; 

d) Membuangnya ke parit atau selokan, dan lain sebagainya. 

d. Struktur Birokrasi 

1) Implementasi aspek struktur birokrasi 

Menurut George C. Edward Ill, salah satu variabel yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur 

birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan 

tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harusnya 

dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, 

tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau 

terealisasi masih tetap ada karena terdapatnya kelemahan dalam struktur 

birokrasi. 

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya keljasama 

ban yak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang 

tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumbemya tidak dapat 

difungsikan dengan baik. Standard Operating Prosedures (SOP) menjadi 

pedoman bagi setiap implementor dalam melakukan setiap tindakan. 

Pembentukan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman 

(DKPP) Kabupaten Jayapura sebagai sebuah lembaga atau institusi yang 

menangani persampahan, berdasarkan Keputusan Bupati Jayapura yang 

dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 

2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah 
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dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura memiliki peran strategis 

dalam bidang kebersihan. Lembaga atau institusi ini dilengkapi dengan 

personil atau sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. 

Dalam pembentukan institusi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 

Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura yang resmi berdiri pada bulan 

Januari 2014 yang lalu, bahwa dengan melihat kondisi di lapangan dimana 

semakin besamya timbulan sampah per harinya di Kota Sentani yang 

mendorong pemerintah daerah membentuk suatu dinas sebagai unsur 

pelaksana pengelolaan sampah. Sebelumnya penanganan atau pengelolaan 

sampah ini berada dalam kendali Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dengan 

membentuk sebuah UPTD yang khusus menangani kebersihan dan 

persampahan kota. 

Dalam struktur organisasinya bahwa Dinas Kebersihan, 

Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas dengan eselon 2b. Kepala Dinas membawahi 

Sekretaris (eselon 3a) dan tiga bidang dengan eselon 3b. Adapun jabatan 

dengan eselon 4a sebanyak 9 (Sembilan) orang yakni tiga orang Kepala 

Sub Bagian dan 6 (enam) orang Kepala Seksi. Jumlah Pegawai Negeri 

Sipil di instansi ini berjumlah 31 (tigapuluh satu) orang, dengan demikian 

bahwa jumlah staf sebanyak 17 (tujuhbelas) orang. 

Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) 

Kabupaten Jayapura, khususnya Bidang Kebersihan membawahi dua seksi 

yaitu Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Seksi Kebersihan dan 

Pengelolaan Sampah, diberi tugas serta wewenang penuh untuk menangani 

kebersihan terutama dalam hal pengelolaan sampah. 
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2) Permasalahan yang dihadapi dalam aspek struktur birokrasi 

Dengan tidak berasumsi bahwa Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 

Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura ini baru terbentuk, sehingga 

kelemahan yang ada dapat ditolerir. Dari segi manejemen, bahwa dinas ini 

masih perlu banyak pembenahan ke dalam. Standard Operating 

Prosedures (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam 

setiap tindakan masih terabaikan. Suatu hal yang peneliti temukan yaitu 

bahwa tidak tersedianya kelengkapan dokumen/arsip seperti Profil Dinas 

yang sedianya akan peneliti pinjam sebagai bahan referensi penelitian. 

Menurut Kepala Sub Bagian Umum dan Program Dinas 

Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura, 

Rusman Kadir, S.IP mengatakan bahwa semenjak dia menduduki jabatan 

ini di beberapa bulan terakhir, dia belum pemah melihat wujud Profil 

DKPP, kemungkinan filenya dibawa pergi juga oleh Kasubag Umum dan 

Program yang sebelumnya ungkapnya. Jelas hal ini sebagai salah satu 

kelemahan terutama dalam segi manejemen. 

Perihal tata manajemen yang baik, seyogianyalah mendapatkan 

perhatian serius di semua Jembaga atau institusi bukan saja di Dinas 

Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura. 

Sebuah lembaga baik yang ada di pemerintahan maupun swasta apabila 

manajemennya tidak benar dapat dipastikan organisasi itu pasti gaga) 

dalam mencapai tujuannya. Luther M. Gullick menganjurkan perlunya 

penerapan administrasi publik dengan apa yang disebutnya dengan 

Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan 

Budgeting (POSDCORB) untuk setiap keberlangsungan sebuah organisasi. 
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Di lain kesempatan perihal menejemen ini, dalam pengelolaan dana 

atau anggaran yang dikelola oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 

Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura khususnya pada Bidang 

Kebersihan yang dananya terbatas untuk penanganan sampah, basil 

wawancara peneliti dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura, Ora. Hana Hikoyabi menjelaskan: 

" ... memang dana DAU yang diperoleh Kabupaten ini juga 
relatif kecil, sehingga kita perlu memiliki suatu cara atau kiat 
bagaimana dana yang sedikit atau kecil itu bisa dikelola dengan 
manejemen yang baik sehingga menghasilkan dampak yang 
baik pula bagi kesejahteraan atau kepentingan publik. Disini 
diperlukan orang yang mengerti bagaimana cara memenej atau 
mengatur segala sesuatunya agar semua program maupun 
kegiatan dapat betjalan sesuai dengan yang diharapkan. Itulah 
sebabnya kepemimpinan (leadhersip) merupakan titik berat atau 
kunci keberhasilan manejemen". (wawancara pada 20 Oktober 
2015) 

Sebenamya hal kekurangan anggaran yang seperti ini bukan saja 

tetjadi di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman, dinas atau 

instansi lainnya juga berkata demikian, sehingga apa yang dikatakan oleh 

Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura ada juga benamya. 

3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam struktur 

birokrasi 

Adakalanya struktur birokrasi yang terlalu panjang dan rumit akan 

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi 

yang rumit dan kompleks. Hal ini dapat membuat ketidakefektifan dalam 

pelaksanaan kebijakan. Standard Operating Prosedures (SOP) menjadi 

pedoman bagi setiap implementor dalam melakukan setiap tindakan 

Setiap organisasi berusaha mencapai tujuan dimana individu-

individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok yang terdiri dua 
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orang atau lebih yang bekelja sama dan dikoordinasikan dapat mencapai 

hasil lebih dari pada yang dilakukan oleh individu secara perorangan, 

konsep inilah yang disebut synergy. 

Tiang dasar pengorganisasian adalah prinsip pembagian kelja 

(division of work) yang memungkinkan synergy teljadi. Pembagian kerja 

akan mencerminkan tanggung jawab seseorang atau kelompok/satuan 

keljalunit atas beban kerja organisasi. 

Stuktur birokrasi dengan penetapan bagaimana tugas pekeljaan di 

bagi, dikelompokkan, dikoordinasikan secara formal dan juga bagaimana 

kewajiban, tugas dan peran dialokasikan di dalam organisasi. Di samping 

itu juga menunjukkan hierarki dan kewenangan, dan menunjukkan pula 

tata hubungan laporan. 

Menurut pola hubungan kerja, orang-orang yang berada dalam 

organisasi dibagi dalam 2 kelompok yaitu : 

a. Kelompok lini, yaitu kelompok orang-orang yang melaksanakan tugas­

tugas dalam organisasi, berhak mengeluarkan perintah dan mengambil 

keputusan-keputusan terakhir. 

b. Kelompok staf, Kelompok orang-orang ahli dan orang-orang 

penunJang. 

4. Upaya Mereduksi Produksi Sampah dan Mengurangi Sampah dari Somber 

Tim bulan 

Upaya mereduksi sampah ada dua pendekatan yang bisa dilakukan yaitu 

mengurangi produksi sampah dari setiap sumber sampah dan mengurangi produksi 

sampah yang telah dihasilkan. Upaya mengurangi produksi sampah dari 

sumbemya dengan menerapkan prinsip 3R: Reduce yaitu mengurangi atau 
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minimasi barang atau material yang digunakan, Reuse yaitu memakai kembali atau 

memilih barang-barang atau bahan yang dapat dipakai kembali dan Recycle yaitu 

mendaur ulang sampah yang dihasilkan. 

Tindakan yang bisa dilakukan untuk setiap sumber sampah dalam 

mengurangi produksi sampah adalah sebagai berikut: 

a. Rumah Tangga 

Dalam mengurangi produksi sampahnya dapat melakukan tindakan 

berupa reduce dan reuse. Pada tingkat rumah tangga a tau pemukiman, lbu 

rumah tangga mempunyai peran yang besar dalam mengurangi produksi 

sampah . Hal yang bisa dilakukan para ibu rumah tangga dalam mengurangi 

produksi sampah diantaranya adalah: 

1) Merubah kebiasaan para ibu rumah tangga dalam berbelanja yakni 

biasanya tidak membawa tempat belanjaan menjadi membawa tempat 

belanjaan ketika belanja. Dalam pengamatan menunjukan bahwa sebagian 

besar ibu rumah tangga berbelanja tidak membawa tempat belanjaan dari 

rumah sehingga berpotensi menimbulkan sampah plastik terutama kantong 

plastik. Sampah plastik yang dihasilkan tersebut hanya sebagian kecil saja 

ibu rumah tangga yang mengunakan kembali baik untuk keperluan sendiri 

maupun diserahkan kepada yang membutuhkan. 

2) Membiasakan menggunakan produk isi ulang, misalnya penggunaan bahan 

pencuci yang menggunakan wadah isi ulang; 

3) Menghindari penggunaan barang sekali pakai misalnya menghindari 

pengunaan tissue dengan beralih menggunakan sapu tangan; 

4) Menggunakan barang-barang atau produk yang tahan lama atau masa 

pakainya lama, misalnya bola lampu menggunakan yang hemat energi dan 

tahan lama; 
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5) Botol bekas sirup, jerigen bekas minyak goreng dapat digunakan kembali 

sebagai wadah tempat air minum atau wadah tempat minyak goreng; 

6) Tempat belanjaan yang digunakan agar dapat dipakai secara berulang­

ulang misalnya menggunakan keranjang dari hasil anyaman bambu atau tas 

dari anyaman pandan. Tindakan ini selain berfungsi dalam mereduksi 

timbulan sampah juga merupakan pangsa pasar bagi perajin anyaman 

bambu dan pandan sehingga dapat membantu sektor yang lainnya. 

7) Penggunaan barang elektronik diusahakan mengunakan baterai yang bisa 

diisi ulang, misalnya baterai untuk mainan anak-anak menggunakan baterai 

yang bisa diisi ulang. 

b. Perkantoran 

Baik instansi swasta maupun pemerintah dan sekolah, dapat 

mengurangi produksi sampah melalui pendekatan Reduce dan Reuse, tindakan­

tindakan yang dilakukan dapat berupa: 

1) Penghematan penggunaan alat tulis berupa kertas dapat dilakukan dengan 

penggunaan kedua sisi kertas dan spasi yang tepat untuk penulisan laporan 

dan fotokopi; 

2) Penggunaan balpoint yang dapat diisi kembali; 

3) Memaksimalkan penggunaan komputer, dimana komputer tidak hanya 

digunakan untuk pengetikan tetapi juga digunakan menyimpan data atau 

sistim pengarsipan sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas; 

4) Dalam penjilidan laporan sedapat mungkin menghindari penggunaan 

plastik. 

5) Dalam melaksanakan seminar, rapat atau kegiatan lainnya sedapat 

mungkin menghindari penggunaan wadah minum dari plastik. 
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6) Penggunaan alat tulis yang bisa digunakan berulang kali; 

7) Penggunaan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis 

kern bali. 

c. Kegiatan Komersil 

Para pengusaha baik itu rumah makan, toko, hotel maupun pedagang 

tanaman hias atau pecinta tanaman hias serta kelompok ekonomi masyarakat 

lainnya, dalam mengurangi produksi dan mengurangi potensi sampah yang 

dihasilkan dapat menerapkan pendekatan Reduce, Reuse dan Recycle. 

Misalnya toko, rumah makan dan hotel dapat menerapkan hal-hal berikut: 

1) Memberikan tambahan biaya bagi pembeli yang meminta kemasan/ 

pembungkus untuk produk yang dibelinya; 

2) Memberikan kemasan/pembungkus hanya kepada produk yang benar­

benar memerlukannya; 

3) Menyediakan pembungkus yang mudah terurai misalnya rumah makan 

sedapat mungkin pembungkus menggunakan daun pisang 

Pendekatan yang kedua adalah tindakan-tindakan dalam mengurangi 

sampah yang telah dihasilkan. Tindakan yang dilakukan berupa kegiatan daur 

ulang (Recycle) sampah menjadi kompos, briket arang, pencacahan plastik fit. 

Berdasarkan uraian di atas untuk merealisasikannya terlebih dahulu dibutuhkan 

penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan terhadap stakeholders, dan tentunya ini 

menjadi tugas dan tanggungjawab dari pemerintah dalam hal ini Dinas 

Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura. Di 

Sentani Kabupaten Jayapura, pengolahan sampah menjadi kompos cukup 
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potensia1 baik bahan baku maupun pemasaran, sehingga hal ini diharapkan 

menjadi perhatian bagi pemerintah daerah kedepannya. 

Pemasaran kompos lebih mudah dibandingkan dengan hasil pengolahan 

sampah anorganik karena kompos pasarnya sudah ada terutama untuk pertanian, 

usaha tanaman hias dan pertamanan. Untuk penggunaan kompos dibidang 

pertanian dibutuhkan bantuan tenaga penyuluh pertanian untuk dapat merubah 

perilaku petani dari ketergantungan pada pupuk kimia beralih ke pupuk organik, 

dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) hendaknya juga 

mampu menampung kompos tersebut baik untuk keperluan sendiri maupun 

memfasilitasi pemasaran pada para pengembang. Dengan demikian pengolahan 

sampah organik basah menjadi kompos disamping mengurangi pencemaran 

1ingkungan karena dapat mengurangi produksi sampah di TPA juga dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat jika di kelola dengan baik. 
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Dari hasil analisis penelitian tentang implementasi pengelolaan sampah di 

Kota Sentani Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, 

Pertamanan dan Permakaman (DKPP) sebagai unsur teknis pelaksana dari 

pemerintah, dapat diambil kesimpulan dari permasalahan yang ada, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Sentani Kabupaten Jayapura yang terjadi 

selama ini jika dihubungkan dengan variabel-variabel implementasi kebijakan dari 

George C. Edward III, masih perlu adanya pembenahan. Komunikasi dari DKPP 

Kabupaten Jayapura kepada unsur-unsur terkait (stakeholder) belum optimal 

sehingga perlu diintensifkan. Secara khusus oleh DKPP untuk dapat memberikan 

edukasi kepada masyarakat, seperti sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Sampah, dan penyuluhan/pelatihan tentang tata cara pengelolaan 

sampah rumah tangga kepada warga masyarakat. Sumberdaya (SDM, non SDM, 

pembiayaan) yang ada di DKPP Kabupaten Jayapura saat ini masih belum 

memadai, sehingga menjadi perhatian serius bagi para pengambil kebijakan untuk 

pemenuhannya. Disposisi atau perilaku dari semua stakeholder dalam peran 

sertanya masing-masing untuk dapat melibatkan diri dalam program pengelolaan 

sampah di Kota Sentani sangat diharapkan. Struktur Birokrasi DKPP Kabupaten 

Jayapura masih perlu adanya pembenahan, terutama dalam aspek Standard 

Operating Prosedures (SOP), sebagai pedoman bagi setiap implementor untuk 

melaksanakan tugas. 
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2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur pelaksana pengelolaan sampah, 

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura 

ternyata menghadapi berbagai problem atau kendala di lapangan. Disamping 

luasnya daerah pelayanan maka beberapa problematik yang dihadapi oleh dinas ini 

antara lain, yaitu: terbatasnya sarana prasarana pengelolaan sampah, terbatasnya 

personil tenaga kebersihan dalam pengelolaan sarnpah, terbatasnya dana/anggaran 

untuk membiayai kegiatan proses pengelolaan sampah. 

3. Untuk mengatasi problem atau masalah yang ada pada sistem pengelolaan sampah 

di Sentani Kabupaten Jayapura, maka upaya-upaya yang harus dilakukan yaitu: 

penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah yang memadai, perekrutan 

tenaga kontrak untuk personil tenaga kebersihan, pengalokasian dana/anggaran 

yang cukup untuk membiayai kegiatan proses pengelolaan sampah di Kota Sentani 

Kabupaten Jayapura. 

B. SARAN 

Melihat perkembangan Kota Sentani Kabupaten Jayapura yang begitu pesat 

pada belakangan ini yang tentunya mengakibatkan semakin berlimpahnya produksi 

sampah, maka peneliti memberikan saran, yaitu: 

1. Pemerintah Daerah senantiasa membangun hubungan atau komunikasi dengan 

para stakeholder yang ada untuk mereka dapat memberikan perannya masing­

masing, apa dan bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam 

mengatasi persoalan sampah di Kota Sentani. Secara khusus Pemerintah Daerah 

hendaknya mengajak wiraswasta atau pemilik modal untuk dapat bekerjasama 

dalam suatu usaha, seperti misalnya pengadaan pabrik/mesin pengolah sampah di 

Sentani Kabupaten Jayapura. 
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2. Dengan terbatasnya dana atau APBD Pemerintah Kabupaten Jayapura saat ini, 

maka Peraturan Daerah tentang retribusi kebersihan I pelayanan sampah 

hendaknha dapat diterapkan/diberlakukan kepada warga, dengan catatan 

masyarakat mendapat pelayanan yang baik dan signifikan terkait kebersihan dan 

persampahan. 

3. Merupakan suatu himbauan kepada warga masyarakat untuk tidak lagi membuang 

sampah secara sembarangan seperti ke kali/sungai, pojok jalan, drainase/saluran 

air dan sebaginya. Warga masyarakat hendaknya mengubah dari paradigma 

"membuang sampah" yang dalam prakteknya hanya memindahkan sampah, 

menjadi "mengelola sampah" dalam arti memilah untuk dimanfaatkan yang pada 

prakteknya dapat mereduksi secara signifikan timbulan sampah yang dibuang. 

Harapan dari warga masyarakat kepada pemerintah agar dapat memberikan 

sosialisasi/penyuluhan tentang bagaimana cara mengelola sampah rumah tangga 

berbasis masyarakat dengan prinsip 3R, yaitu penggunaan kembali (reuse), 

pengurangan (reduce), dan daur ulang (recycle) berwawasan lingkungan. 
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Lampiran 1: lnforman Pejabat DKPP 

PEDOMANWAWANCARA 

DAFTARPERTANYAAN: 

1. Apakah sudah ada Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Jayapura? 
Jawaban 

2. Apa dan bagaimanakah peranan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman 
(DKPP) Kabupaten Jayapura untuk mengatasi permasalahan sampah di Sentani? 
Jawaban 

3. Berapa kali dalam setahun secara berkala sosialisasi/penyuluhan bentuk pembinaan 
kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas 
Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura? 
Jawaban 

4. Bagaimana bentuk pembinaan/sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, 
Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura dalam hal pengelolaan 
sampah di Kota Sentani Kabupaten Jayapura? 
Jawaban 

5. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota 
Sentani Kabupaten Jayapura? 
Jawaban 

6. Faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan sampah di Kota Sentani Kabupaten Jayapura? 
Jawaban 

7. Bagaimanakah pola perilaku masyarakat dalam mengelola sampah Rumah Tangga 
yang dihasilkan? 
Jawaban 

8. Bagaimanakah tingkat pengetahuan masyarakat dalam mengelola sampah Rumah 
Tangga terakait dengan pola pengurangan sampah konsep 3R (Reuse, Reduce, dan 

Recycle)? 
Jawaban 

9. Model atau Sistem Pengelolaan Sampah yang bagaimanakah kira-kira yang sesuai 
untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah? 
Jawaban 
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10. Apakah ada Lembaga Swadaya Masyarakat yang membantu dalam rangka pembinaan 

I sosialisasi tentang pengelo1aan sampah di Kabupaten Jayapura? 

Jawaban 

11. Model atau sistem pengelolaan sampah yang bagaimanakah yang selama ini dilakukan 

dalam pengelolaan sampah di Sentani, dan apa kelebihan dari sistem tersebut? 

Jawaban 

12. Berapakah plafon dana yang disediakan pemerintah daerah dalam dua tahun terakhir 

serta besar anggaran da1am RKA tahun 2016, khususnya pada Bidang Kebersihan 

untuk pengelolaan sampah terutama untuk teknik operasional dari pengumpulan, 
pengangkutan dan pengolahan sampai di tempat pembuangan akhir, termasuk insentif 

tenaga kontrak? 

Jawaban 

13. Direncanakan bahwa untuk tahun 2015 ini TPA Waibron sudah dapat difungsikan, 

namun kenyataannya sampai dengan saat ini belum juga. Menurut bpklibu apa yang 

menjadi kendala atau penghambat sehingga belum dapat difungsikannya TPA 

Waibron? 

Jawaban 

14. Menurut bpk/ibu apakah pelaksanaan penge1olaan sampah yang dilakukan DKPP 

selama ini sudah optimal/maksima1? 

Jawaban 

15. Menurut bpk/ibu apakah dukungan dari pucuk pumpinan pemerintahan daerah sudah 

optimal dalam implementasi penanganan persampahan di Sentani saat ini? 
Jawaban ...................................................................................... . 
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Lampiran 2 : Informan Pejabat Bappeda 

PEDOMANWAWANCARA 

DAFTARPERTANYAAN 

I. Apakah bpk/ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah 

di Kabupaten Jayapura? 

Jawaban 

2. Sebagai institusi perencana, upaya apa sajakah yang dapat dilakukan oleh Bappeda 

Kabupaten Jayapura terkait penanganan sampah di Kabupaten Jayapura? 

Jawaban 

3. Pada umumnya, pengelolaan sampah memerlukan anggaran/biaya yang besar, 

terutama untuk biaya operasional. Menurut Kabid Kebersihan DKPP plafon dana yang 

ada thn 2015 ini masih minim dibandingkan dengan beban kerja atau volume sampah 

yang perlu segera dalam penanganannya. Bagaimana tanggapan ibu/bpk dengan hal 

ini? 

Jawaban 

4. Menurut bpk/ibu apakah pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan DKPP 

selama ini sudah optimallmaksimal? 

Jawaban 

5. Menurut bpk/ibu apakah dukungan dari pucuk pimpinan daerah sudah optimal dalam 

implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah di Sentani saat ini? 

Jawaban 
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Lampiran 3 : Iriforman Pejabat Bagian Hukum 

PEDOMAN WAWANCARA 

DAFT AR PERT ANY AAN 

1. Apakah bpk/ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah 

di Kabupaten Jayapura? 

Jawaban 

2. Pada umumnya bahwa Peraturan Daerah selalu diikuti dengan Perbup untuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis. Sampai dengan saat ini Perbup sebagai petunjuk teknis 

dalam pengelolaan sampah belum ada, kira-kira kendalanya apa pak? 

Jawaban 

3. Menurut pengamatan bpk/ibu, peran seperti apa yang perlu dilakukan oleh Bidang 

Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) dalam hal 

pengelolaan sampah? 

Jawaban 

4. Menurut bpk/ibu apakah pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan DKPP 

selama ini sudah optimal/maksimal? 

Jawaban 

5. Menurut bpk/ibu apakah dukungan dari pucuk pimpinan daerah sudah optimal dalam 

implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah di Sentani saat ini? 

Jawaban 
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Lampiran 4 : Jnforman Pejabat Distrik 

PEDOMAN WAWANCARA 

PERTANYAAN 

1. Apakah bpk:libu mengetahui adanya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah 
di Kabupaten Jayapura? 
Jawaban ......................................................................................... . 

2. Apakah ada peraturan atau instruksi khusus dari Distrik tentang pengelolaan sampah 
yang diberlakukan khusus kepada warga masyarakat di Distrik Sentani? 
Jawaban ......................................................................................... . 

3. Apakah ada berupa pendidikan dan pelatihan dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 
Permakaman (DKPP) untuk pegawai Distrik terkait untuk pemberian 
sosialisasi/penyuluhan tentang pengelolaan sampah kepada warga masyarakat di 
Distrik Sentani? 
Jawaban 

4. Upaya apa sajakah yang dapat dilakukan Distrik Sentani Kabupaten Jayapura terkait 
pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura? 
Jawaban ......................................................................................... . 

5. Faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan sampah di Kota Sentani Kabupaten Jayapura? 
Jawaban ......................................................................................... . 

6. Menurut pengamatan bpk:libu, bagaimanakah tingkat pengetahuan masyarakat dalam 
mengelola sampah Rumah Tangga terakait dengan pola pengurangan sampah model 
3R (Reuse, Reduce, dan Recycle)? 

Jawaban 

7. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota 
Sentani Kabupaten Jayapura? 
Jawaban ........................................................................................... . 

8. Jenis kegiatan seperti apa sajakah kira-kira yang sesuai untuk meningkatkan peran 
serta masyarakat dalam pengelolaan sampah? 
Jawaban ......................................................................................... . 

9. Menurut bpk:libu apakah pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan DKPP 
selama ini sudah optimallmaksimal? 
Jawaban ......................................................................................... . 

10. Menurut bpk:libu apakah dukungan dari pucuk pimpinan daerah sudah optimal dalam 
implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah di Sentani saat ini? 
Jawaban ......................................................................................... . 
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Lampiran 5: Informan Pejabat Kelurahan 

PEDOMAN WAWANCARA 

DAFTARPERTANYAAN: 

1. Apakah bpk/ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah 
di Kabupaten Jayapura? 
Jawaban 

2. Apakah ada peraturan atau instruksi khusus dari Kelurahan tentang pengelolaan 

sampah yang diberlakukan khusus kepada warga masyarakat di Kelurahan? 
Jawaban 

3. Apakah selama ini ada pembinaan langsung ke Pegawai Kelurahan dari Instansi Dinas 

Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura? 
Jawaban 

4. Upaya apa saja yang sudah dilakukan pihak Kelurahan dalam hal penanganan masalah 

sampah? 
Jawaban 

5. Apakah masyarakat yang tinggal di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada 
mudah di ajak komunikasi bersama untuk ikut dalam pengelolaan sampah? 
Jawaban 

6. Apakah masyarakat Kelurahan ini senantiasa ikut berpartisipasi dalam jadwal kelja 
bakti terkait dalam hal pengelolaan sampah? 
Jawaban 

7. Bagaimanakah pola tingkah laku masyarakat dalam membuang atau mengel ala 
sampah rumah tangga mereka? 
Jawaban 

8. Menurut Bapak/Ibu, jenis kegiatan seperti apa yang sesuai untuk meningkatkan peran 
serta masyarakat dalam pengelolaan sampah? 
Jawaban 

9. Bagaimanakah tingkat kesadaran masyarakat saat ini terkait dengan partisipasinya 
dalam pengelolaan sampah? 
Jawaban 

10. Apa tindakan/sanksi yang diberikan oleh pihak kelurahan apabila ada masyarakat 
Kelurahan Hinekombe yang membuang sampah langsung ke sungai? 
Jawaban 
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Lampiran 6: lnforman Warga Masyarakat 

PEDOMAN WAWANCARA 

DAFTARPERTANYAAN: 

1. Apakah saudara/i tahu tentang undang-undang atau peraturan daerah mengenai 

pengelolaan sampah? 
Jawaban 

2. Bagaimanakah menurut saudara/i tentang peraturan tersebut? 
Jawaban 

3. Apakah saudara/i mempunyai wadah atau tempat sampah di rumah? 
Jawaban 

4. Dimanakah biasanya saudara/i membuang sampah? 

Jawaban 

5. Apa alasan saudara/i membuang sampah langsung ke tempat tersebut? 
Jawaban 

6. Apakah saudara/i tahu tentang cara pengelolaan sampah baik organik maupun 
anorganik? 
Jawaban 

7. Apakah saudara/i tahu bahayanyajika membuang sampah sembarangan? 
Jawaban 

8. Apakah saudara/i tahu sanksi jika membuang sampah sembarangan? 
Jawaban 

9. Apakah saudara/i tahu cara pengelolaan sampah? Bagaimanakah bentuk dan 
mekanismenya? 

Jawaban .......................................................................................... . 

10. Apakah pemah ada pembinaan atau penyuluhan mengenai pengelolaan sampah dari 
pemerintah di tempat tinggal saudara/i? Jika ada apakah saudara mengikuti kegiatan 
tersebut? 
Jawaban 
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Lampiran 7 : Informan Swasta/Pebisnis 

PEDOMAN W A W ANCARA 

DAFTARPERTANYAAN: 

1. Apakah saudara/i tahu tentang undang-undang atau peraturan daerah mengenai 

pengelolaan sampah? 

Jawaban 

2. Darimana saudara/i mendapat ide awal sehingga menjadi penampung dan pengelola 

sampah daur ulang? 

Jawaban 

3. Bagaimanakah bentuk dan mekanisme pengelolaan sampah daur ulang yang saudara 

lakukan? 

Jawaban 

4. Apakah hasil daur ulang sudah menjadi bahan baku atau sudah dapat digunakan? 

Jawaban 

5. Berapa jumlah atau volume sampah daur ulang yang dapat saudara proses/kerjakan 

setiap harinya? 
Jawaban 

6. Dari wilayah atau lokasi mana sajakah asal sampah daur ulang yang anda terima pada 

saat ini? 

Jawaban 

7. Bagaimanakah dengan prospek kedepannya, termasuk dalam basil maupun 
keuntungan yang saudara dapatkan? 

Jawaban 

8. Apakah ada kendala yang dihadapi ketika saudara menekuni pekerjaan ini? 

Jawaban 

9. Berapa orang karyawan atau peketja saudara s.d saat ini? 

Jawaban 

10. Apa yang menjadi harapan saudara kedepannya nanti, dan apa saran saudara kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura? 

Jawaban 
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Lampiran 8: lnforman Pemilik Tanah TPA Waibron 

PEDOMAN WAWANCARA 

DAFTARPERTANYAAN: 

l. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang keberadaan TPA di Desa Waibron? 

2. Apa pendapat bapak/ibu tentang TPA di Desa Waibron yang rencananya akan segera 

difungsikan dalam waktu dekat ini? 

3. Bagaimana tanggapan masyarakat Waibron ketika pemerintah daerah menetapkan 

TPA di Kampung waibron ini? 

4. Apakah ada masyarakat yang tidak setuju atau menentang rencana pembentukan TPA 

Waibron ini sebelumnya? 

5. Apakah pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Waibron sebelum 

penbentukan TPA ini? 

6. Bagaimana pandangan masyarakat tentang keberadaan TPA Waibron pada saat ini? 

7. Apa pendapat bapak/ibu pada saat akan ditetapkannya TPA di Desa Waibron ini? 

8. Bagaimana sikap masyarakat Waibron terkait setelah ditetapkannya Tempat 

Pembuangan Sampah (TPA) di Desa Waibron ini? 

9. Apakah ada keluhan dari masyarakat terhadap keberadaan TPA di Desa Waibron? 

10. Apakah masyarakat bersama pemerintah, telah merencanakan dengan baik 

pembentukan TPA di Desa Waibron ini sebelumnya? 

11. Menurut statement bpk Bupati pada bulan Oktober 2014 yang lalu, bahwa TPA 

Waibron ini sudah harus difungsikan di tahun 2015 ini namun kenyataannya s.d saat 

ini belum. Apakah ada ketidaksepahaman antara pemerintah daerah dengan pemilik 

hak ulayat? 

12. Apakah kira-kira ada keuntungan yang diharapkan oleh masyarakat Desa Waibron 

setelah terbentuknya TPA ini? 

13. Apakah bapak/ibu ada kesepakatan/peljanjian dimana setelah TPA ini beroperasi 

nantinya pemilik tanah akan menerima insentif bila Perda Retribusi Pelayanan 

Kebersihan/persampahan diberlakukan? 

14. Menurut bapak/ibu dampak positif apa yang diharapkan dengan adanya TPA di 

waibron dekat dengan tempat tinggalnya? 

15. Apakah bapak/ibu mengetahui kemungkinan dampak negatifyang ditimbulkan TPA 

ini terhadap kampung dan lingkungan? 
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